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PENGANTAR

Sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Lima Puluh Kota, disusunlah Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

Renja mencakup materi yang menggambarkan evaluasi capaian kinerja
program dan kegiatan tahun 2019 yang telah selesai dilaksanakan, review
rancangan awal RKPD serta tujuan, sasaran dan prakiraan capaian program dan
kegiatan tahun 2019. Renja ini merupakan informasi fundamental mengenai tugas
pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota
dalam mendukung upaya pencapaian target kinerja Bupati dan Wakil Bupati periode
2016 — 2021.

Semoga Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2021 ini dapat menjadi pondasi yang efektif, efisien dan akuntabel
dalam perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah
lebih lanjut.




Menimbang

Mengingat

SALINAN

775N

BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal
142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana
Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu)
bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang



10.

11.

12.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590) ;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
27);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016
Nomor 6) sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota



Tahun 2018 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140
Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima
Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2011 Nomor 140).

21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43
Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021
(Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2020 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA TAHUN 2021

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.

i A

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua
komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Perda.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD
adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2021.

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah satuan kerja
di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD
adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan
Kabupaten Lima Puluh Kota.

10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disebut KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang



12.

13.

14.

diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

a.

Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam
RKPD 2021 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing
PD; dan

Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan
kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2021.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

a.

b.

Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam
melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021;

Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi
program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada
masing-masing PD; dan

Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) PD tahun 2021.

BAB II
SISTEMATIKA PENULISAN
Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI1 : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BABII : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan



Capaian Renstra PD
2.2  Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
PD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BABV : PENUTUP

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu
kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 5

(1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2021 dengan berpedoman

kepada RKPD Tahun 2021 dan Renstra PD.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran
dari RKPD.

(3 ) PD menyusun RKA Tahun 2021 dengan berpedoman kepada Renja
PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat
dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan
dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi
Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2021.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.



BAB YV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 8

( 1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.

(2 ) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 5 Agustus 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 5 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUITRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020 NOMOR 60

_ salinan sesuai dengan astinya
=N KEPALA BAGIAN HUKun
@QL\A KAB. LIMA PULUH KOTA
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (renja) dimaksudkan sebagai suatu dokumen perencanaan
kerja dan anggaran dalam satu tahun yang memuat keadaan masa depan yang
ingin diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima
Puluh Kota disertai sejumlah sasaran strategis yang harus dicapai dalam
rangka mengemban misi serta mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memuat kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah bidang kesatuan bangsa dan
politik dalam negeri, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) 2016
—2021.

Sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
penyusunan rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja
OPD) dalam hal ini Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun
berdasarkan surat edaran Bupati Lima Puluh Kota perihal penyampaian
rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah. Surat edaran Bupati tersebut
dikeluarkan setelah pembahasan agenda penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), pelaksanaan forum Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan musyawarah perencanaan pembangunan daerah Rencana Kerja
Pemerintah Daerah. Rancangan Rencana Kerja Badan Kesbangpol disusun
dengan teknik pengolahan data dan informasi melalui analisis gambaran
pelayanan Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rancangan Rencana kerja juga
direview hasil evaluasi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah tahun lalu
berdasarkan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah meliputi isu isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta
perumusan tujuan dan sasaran.

Sebagai komponen pemerintah daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik memiliki peran penting dalam mewujudkan iklim kehidupan bangsa yang
demokratis, dinamis, tenteram dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD
1945. Oleh karena itu, Rencana Kerja Badan Kesbangpol tahun 2021 disusun
dengan mengedepankan aspek prioritas terhadap program dan kegiatan yang
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menjadi urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun kelima dari Rencana
Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 — 2021. Rencana
Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 - 2021 disusun untuk
memenuhi target program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 — 2021. Rencana
Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 juga berbasiskan pada
rencana program dan kegiatan Kementerian Dalam Negeri dan mengacu
kepada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Tahapan dan proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah berdasarkan Lampiran IV
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dibuat oleh tim penyusun Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2021 dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan
harmonisasi dengan Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota dan pemangku
kepentingan.Selanjutnya sesuai dengan pasal 16 ayat 2, proses penyusunan
Renja melalui tahapan sebagai berikut:(i) persiapan penyusunan; (ii)
penyusunan rancangan awal; (iii) penyusunan rancangan; (iv) pelaksanaan
forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (v) perumusan rancangan

akhir dan (vi) penetapan.Seluruh tahapan ini dimulai pada bulan Oktober 2019,
dan akan selesai pada bulan Juli 2020.

Tahap persiapan penyusunan Renja meliputi: penyusunan rancangan
keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja
Perangkat Daerah,orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan
agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.Pembentukan
Struktur Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima
PuluhKota Tahun 2021, orientasi dan penyusunan agenda kerja tim difasilitasi
oleh Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota. Tahapan persiapan ini
dilaksanakan pada bulan Oktober 2019.

Selanjutnya tahap penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
Rancangan awal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021
berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-
2021, hasil evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 (n-
2) dan perkiraan capaian Tahun 2020 (n-1).Sesuai dengan pasal 126
penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling
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lambat minggu pertama Bulan Desember.Sehingga untuk rancangan awal
Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021, direncanakan selesai
minggu pertama bulan Desember 2019.Penyusunan Renja ini berpedoman
pada Renstra dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program,
kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan prakiraan maju yang disusun
dalam rancangan awal Renja dengan Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan
evaluasi Renja tahun lalu dan tahun berjalan bertujuan untuk memastikan
bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam
rancangan awal Renja dapat mengoptimalisasi pencapaian sasaran Rentra
Perangkat Daerah.Sehingga rancangan awal Renja ini mencakup analisis
gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat
Daerah tahun lalu.

Tahap ketiga dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Tahun 2021 adalah tahap penyusunan rancangan. Penyusunan
rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja
Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan
dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.Rancangan Renja ini
kemudian disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim dan dijadikan
sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan
RKPD. Rancangan Renja ini disampaikan ke Bapelitbang paling lambat minggu
ketiga bulan Maret 2020.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah. Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 136
ayat 1, dijelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh masing-
masing Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapelitbang. Namun
berdasarkan kesepakatan Bapelitbang dengan OPD untuk mencapai efisiensi
Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima PuluhKota
Tahun 20211 dan efektifitas pelaksanaan Forum, maka Forum Perangkat
Daerah dilaksanakan secara gabungan pada Forum Gabungan Perangkat
Daerah di Bapelitbang.Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat
Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan
fungsi masing-masing Perangkat Daerah.Tujuan dari pembahasan ini adalah
untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran,
program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja
Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah
dalam Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam
berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili
pemangku kepentingan yang menghadiri forum Gabungan Perangkat Daerah/
Lintas Perangkat Daerah.
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Perumusan rancangan akhir merupakan tahap selanjutnya dalam
penyusunan RenjaPerangkat Daerah. Rancangan akhir Renja merupakan
proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi
Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang
RKPD. Perumusan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk
mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah
berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam
Perkada tentang RKPD. Sistematika penyajian rancangan akhir Renja sama
dengan rancangan awal Renja.

Tahap akhir dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah tahap
penetapan. Rancangan akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun
2021 disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim, paling lambat satu
minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Setelah diverifikasi dan
disempurnakan kembali oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, rancangan
akhir Renja diserahkan kembali ke Bapelitbang untuk diajukan penetapannya
paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

Setiap tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, merupakan
bagian yang tidak terlepas dari tahapan proses penyusunan RKPD Pemerintah
Daerah.Rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan bahan dalam
penyusunan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD setelah
penyempurnaan berdasarkan konsultasi publik merupakan penyempurnaan
rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan Renja
Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kesesuaian dan keselarasannnya
dengan rancangan awal RKPD, merupakan bahan penyempurnaan rancangan
awal RKPD menjadi rancangan RKPD.Rancangan akhir RKPD dibahas
bersama Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan
Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Perumusan
rancangan akhir Renja diverifikasi keselarasannya dengan perkada tentang
RKPD oleh Bapelitbang, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala
Daerah.

RKPD Tahun 2021 merupakan kesinambungan upaya pembangunan
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang secara langsung
atau tidak langsung akan berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan
nasional. RKPD Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun kelima RPJMD
2016-2021masa periode pemerintahan Bupati/Wakil Bupati Ir.Irfendi Arbi, MP-
Ferizal Ridwan,S.Sos.RKPD ini menjadi bagian dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021,
dimana program-program yang telah ditetapkanakan disinkronkan dengan hasil
Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Kabupaten. Dengan demikian program
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dan kegiatanyang dilaksanakan pada tahun 2021diharapkan dapat memenuhi
kehendak RPIJMD dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya sebagai salah satu Perangkat Daerahdalam lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Renja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Lima Puluh
Kota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021. Seperti halnya RKPD 2021,maka
Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Polittk Tahun 2021 ini akan menjadi
Rencana Kerja Tahun ke-5 dan harus menjadi bagian dari Rencana Strategis
(Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021.Renja badan
Kesatuan Bangsa dan Politik ini selanjutnya juga akan ditindaklanjuti sebagai
pedoman dalam proses penyusunan APBD vyaitu, RKA, KUA/PPAS dan
RAPBD.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2020 selanjutnya akan menjadi pedoman awal dalam penyusunan
Kebijakan Umum dan Anggaran Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara
(KUA-PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Tahun 2020. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2020 merupakan rancangan awal perumusan program dan kegiatan
tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang seterusnya akan dituangkan dalam
rancangan Pra RKA Organisasi Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Rl Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemeintah Daerah Tahun 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 27);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2016 — 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
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16.

17.

18.

19.

Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 — 2021 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis
Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 4).

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018
Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
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20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh
Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);

21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 43).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota secara operasional dan teknis sesuai dengan
kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD
2021 sesuai dengan urusan dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan
kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota
untuk tahun 2021.

Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan program dan

kegiatan pada tahun 2021.
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2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program

1.4

dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan
bidang-bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima
Puluh Kota.

Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota
pada tahun 2021.

Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 ini

terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,Landasan Hukum maksud
dan tujuan dan sistematika penulisan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun
Lalu, yang memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana
kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Lalu (Tahun n — 2) dan
perkiraan capaian tahun berjalan (n — 1) serta realisasi rencana strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Analisis Kinerja Pelayanan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politilk, Review terhadap rancangan
awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang memuat telahaan terhadap
kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Rencana kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik serta program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan Tahun 2021.
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IV. Penutup, yang berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersedian dana, kaidah-kaidah
pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
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BAB I
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan KesbangPol Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu (tahun n-2)
dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun
berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan rencana kerja perangkat
daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target
rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan realisasi
program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik tahun lalu, dan realisasi rencana strategis Badan Kesatuan
Bangsa dan Politk mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau realisasi APBD untuk Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target Kkinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
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6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik sampai dengan Tahun 2019 dapat disajikan sebagaimana terlihat
pada Tabel 2.1.
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Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan KesbangPol dan Pencapaian Renstra Badan KesbangPol s/d Tahun 2019
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Lembar : ........

Target Capaian

Realisasi Target
Kinerja Hasil

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

SKPD Tahun 2019

Target program

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2018

Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program dan dan kegiatan - -
Kode Pemerintahan Da_erah Dan | Kinerja Pr_ogram (outcomes)/ Renstra SKPD Keluaran Kegiatan Target Renja | Realisasi Renja Tingkat Realisasi Renja SKPD Realisasi Capaian Bgshsa;gﬁ%z:lir;
Program/Kegiatan Kegiatan (output) Tahun 2021 s/d dengan tahun SKPD tahun SKPD g %) tahun berjalan Program dan Kegiatan Ronatra g
2018 2019 Tahun 2019 o (tahun 2019) s/d tahun 2019 0
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
X | x| 01 Persentase
Program Pelayanan Pelaksanaan
Administrasi Perkantoran Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
X xx | 01 | 01 |Penyediaan jasa surat Jumlah bulan pembelian 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 60 bulan 83,33%
menyurat .
y Materai selama 1 tahun
anggaran
X xx | 01 | 02 |Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah Bulan 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 60 bulan 83,33%
sumber daya air dan listrik Pembayaran Rekening
Telepon, Listrik, Air dan
Internet dalam satu
tahun
X xx | 01 | O7 |Penyediaan jasa administrasi Jumlah Bulan yang 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 60 bulan 83,33%
ki .
euangan dibayar honornya
X xx | 01 | 08 |Penyediaan jasa kebersihan Jumlah Bulan alat 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 60 bulan 83,33%
kant .
antor kebersihan yang
diadakan dan Jumlah
Bulan yang dibayar
honornya
X xx | 01 | 10 |Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan ATK yang 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 60 bulan 83,33%
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Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Lembar : ........

Target Capaian

Realisasi Target
Kinerja Hasil

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

SKPD Tahun 2019

Target program

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2018

Urusan/Bidang Urusan Indikator R dan kegiatan
X - Kinerja Program Program dan ; . ;
Kode Pemerintahan Da_erah Dan Kinerja Pr_ogram (outcomes)/ Renstra SKPD Keluaran Kegiatan Target Renja Realisasi Renja Tingkat Realisasi Renja SK_PD Realisasi Capaian Bgsﬁ:;gigilaer;
Program/Kegiatan Kegiatan (output) Tahun 2021 s/d dengan tahun SKPD tahun SKPD g %) tahun berjalan Program dan Kegiatan Ronatra g
2018 2019 Tahun 2019 o (tahun 2019) s/d tahun 2019 %)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
diadakan
X xx | 01 | 11 [Penyediaan barang cetakan Jumlah Bulan Barang 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 60 bulan 83,33%
dan penggandaan di kd
yang di cetak dan
Penggandaan
X xx | 01 | 12 |Penyediaan komponen Jumlah Bulan komponen 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 83,33%
instalasi penerangan instalasi/ penerangan
bangunan kantor
bangunan kantor yang
diadakan
X xx | 01 | 13 |Penyediaan peralatan dan Jumlah unit perelatan 23 unit 13 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 13 unit 56,52%
erlengkapan kantor
P ghap dan perlengkapan kantor
yang diadakan
X xx | 01 | 17 |Penyediaan makanan dan Jumlah Porsi makanan 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 5% 12 bulan 60 bulan 83,33%
minuman .
dan minuman Rapat dan
Tamu yang disediakan
X xx | 01 | 18 |Rapat-rapat kordinasi dan Jumlah OH yang 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 75 % 12 bulan 60 bulan 83,33%
konsultasi ke luar daerah mengikuti rapat
koordinasi dan
Konsultasi
X | x| 02 Persentase
Program peningkatan sarana |Peni ngkatan Sarana
dan prasarana aparatur dan Prasarana
Aparatur
X xx | 02 | 05 |Pengadaan kendaraan Jumlah kendaraan Roda 9 unit(1 unit kend 0 2 0 0 2 0 0
dinas/operasional 2 dan Kendaraan Roda roda 4, 8 unit kend
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Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Lembar : ........

Kode

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan

Indikator
Kinerja Program (outcomes)/

Target Capaian
Kinerja Program

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

SKPD Tahun 2019

Target program
dan kegiatan
Renja SKPD

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2018

Tingkat Capaian

) ) Renstra SKPD Keluaran Kegiatan | TargetRenja | Realisasi Renja | .. isasi ) Realisasi Capaian o
Program/Kegiatan Kegiatan (output) Tahun 2021 s/d dengan tahun SKPD tahun SKPD T|ngkat(§;aal|sa5| tahun berjalan Program dan Kegiatan Rea'éf:g';:rget
2018 2019 Tahun 2019 o (tahun 2019) s/d tahun 2019 %)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4 yang diadakan roda 2)
X xx | 02 | 09 |Pengadaan peralatan gedung Jumlah Unit Pengadaan 25 unit 12 unit 10 unit 9 unit 90% 10 unit 31 unit 124%
k
antor Peralatan Gedung
Kantor
X xx | 02 | 10 |Pengadaan mebeleur Jumlah set Pengadaan 80 unit 31 unit 3 unit 3 unit 100% 3 unit 39 unit 48,75%
Mebeleur
X xx | 02 | 22 |Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Paket 6 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 paket 83,33%
d kant .
gedung kantor Pemeliharaan Gedung
Kantor
X xx | 02 | 24 |Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Bulan Service 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 12 bulan 83,33%
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Roda 4 dan
Roda 2 yang diadakan
X xx | 02 | 28 |Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Bulan 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 60 bulan 83,33%
peralatan gedung kantor Pemelirahaan Peralatan
Gedung Kantor
X | xx | 03 Program peningkatan disiplin |Jumlah Penyediaan
aparatur Pakaian Dinas
X xx | 03 | 02 |Pengadaan pakaian dinas Jumlah Stel Pakaian 160 stel 38 stel 40 stel 33 stel 82,5% 33 stel 104 stel 65%
beserta perlengkapannya Dinas yang dibutuhkan
03 | 05 Pengadaan pakaian khusus Jumlah Stel Pakaian 120 stel O stel O stel 0 0 0 0
hari- hari tertentu Khusus yang dibutuhkan
X | xx | 05 Program peningkatan Jumlah Diklat dan
kapasitas sumber daya Bimtek vang diikuti
aparatur yang
X xx | 05 | 01 |Pendidikan dan pelatihan Jumlah kali yang 90 paket 3 paket 5 paket 2 paket 20 % 5 paket 13 paket 14,44%
formal I
mengikuti diklat
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Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Lembar : ........

Target Capaian

Realisasi Target
Kinerja Hasil

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

SKPD Tahun 2019

Target program

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2018

Urusan/Bidang Urusan Indikator o dan kegiatan
X - Kinerja Program Program dan ; . ;
Kode Pemerintahan Da_erah Dan | Kinerja Pr_ogram (outcomes)/ Renstra SKPD Keluaran Kegiatan Target Renja Realisasi Renja Tingkat Realisasi Renja SK_PD Realisasi Capaian Bgsﬁ:;gigilaer;
Program/Kegiatan Kegiatan (output) Tahun 2021 s/d dengan tahun SKPD tahun SKPD g %) tahun berjalan Program dan Kegiatan Ronatra g
2018 2019 Tahun 2019 ° (tahun 2019) 1 /4 tahun 2019 %)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
05 | 02 Sosialisasi peraturan Jumlah kali Sosialisasi 6 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100 % 1 kali 3 kali 50%
perundang-undangan yang diadakan
X | xx | 06 Program peningkatan Jumlah Dokumen
pengembangan sistem Perencanaan dan Pelaporan
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
X xx | 06 | 01 |Penyusunan laporan capaian Jumlah Dokumen 120 Dokumen 60 Dokumen 20 Dokumen 20 Dokumen 100 % 20 dokumen 100 dokumen 83,33%
kinerja dan ikhtisar realisasi L d
kinerja SKPD aporan yang ada
Urusan Wajib
19 ([ 01 | 17 Program Pengembangan Persentase
wawasan kebangsaan Pelaksanaan
Sosialisasi dan bimtek
serta Persentase
Pelaksanaan Rapat-
rapat Tim FKUB, PKS
dan FKDM
19 [ 01 | 17 | 01 |Kegiatan Peningkatan Jumlah Rekomendasi 72 bulan 24 bulan 12 bulan 6 bulan 50 % 12 bulan 42 bulan 58,33%
Toleransi dan Kerukunan R t
dalam Kehidupan Beragama .apa yang
(FKUB) dilaksanakan
19 | 01 | 17 | 02 |Kegiatan Peningkatan Rasa Jumlah Bimtek yang 15 kali 5 kali 2 kali 1 Kkali 50 % 2 kali 8 kali 53,33%
Solidaritas dan |katan Sosial di dilak K
Kalangan Masyarakat llaksanakan
19 | 01 | 17 | 03 |Kegiatan Peningkatan Jumlah Rekomendasi 72 bulan 20 bulan 20 bulan 3 bulan 15 % 20 bulan 43 bulan 59,72%
Kesadaran Masyarakat akan dilak K
Nilai-Nilai Luhur Budaya yang dilaksanakan
Bangsa (Sosialisasi Forum
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Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Lembar : ........

Target Capaian

Realisasi Target
Kinerja Hasil

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

SKPD Tahun 2019

Target program

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2018

Urusan/Bidang Urusan Indikator o dan kegiatan
X - Kinerja Program Program dan ; . ;
Kode Pemerintahan Da_erah Dan | Kinerja Pr_ogram (outcomes)/ Renstra SKPD Keluaran Kegiatan Target Renja | Realisasi Renja Tingkat Realisasi Renja SK_PD Realisasi Capaian Bgsﬁ:;ga}gilir;
Program/Kegiatan Kegiatan (output) Tahun 2021 s/d dengan tahun SKPD tahun SKPD g %) tahun berjalan Program dan Kegiatan Ronatra g
2018 2019 Tahun 2019 o (tahun 2019) s/d tahun 2019 %)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Kewaspadaan Dini Masyarakat
/ FKDM)
19 | 01 | 17 | 04 |Kegiatan Sosialisasi Wawasan Jumlah Sosialisasi yang 39 kali 7 kali 3 kali 2 kali 66 % 3 kali 12 kali 30,76%
Ki .
ebangsaan dilakasanakan
19 | 01 | 17 | O5 |Kegiatan Diksar Bela Negara Jumlah Sosialisasi yang 4 Kali - 2 kali - - 2 kali - -
dilaksanakan
19| 01| 18 Program Kemitraan Persentase Pelaksanaan
Pengembangan Wawasan Peringatan Hari Bela Negara
Kebangsaan dan Persentase Pelaksanaan
Rapat-Rapat Tim Pakem dan
Kominda
19 | 01 | 18 Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Jumlah Rekomendasi 72 bulan 34 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 58 bulan 80,55%
Halagoh dan Berbagai Forum dilak K
01 |Keagamaan Lainnya dalam yang dilaksanakan
Upaya Peningkatan Wawasan
Kebangsaan (PAKEM)
19 | 01 | 18 Kegiatan Seminar, Talk Show, Jumlah Sosialisasi yang 15 kali 4 kali 3 kali 4 kali 133,33 % 3 kali 11 kali 73,33%
02 |Diskusi Peningkatan Wawasan dilak K
Kebangsaan llaksanakan
19 | 01 | 18 Kegiatan Pentas Seni dan Jumlah Kegiatan/ Lokasi 42 kali peringatan | 21 kali peringatan | 7 kali peringatan | 7 kali peringatan 100 % 7 kali peringatan |35 kali peringatan 83,33%
03 Budaya, Festifal, Lomba Cipta Sei h peristiwa sejarah peritiwa sejarah | peristiwa sejarah | peristiwa sejarah peristiwa sejarah |peristiwa sejarah dan 2
dalam Upaya Peningkatan .ejara yang dan 1 kali dan 2 kali kali sosialiasai
Wawasan Kebangsaan dilaksanakan sosialisasi sosialisasi
19 | 01 | 18 04 Eg{aﬁi{;\si dan Fasilitasi Jumlah Rekomendasi 72 bulan 34 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 58 bulan 80,55%
yang dilaksanakan
19| 01| 20 Program Peningkatan Persentase Pelaksanaan
Pemberantasan Penyakit Penyuluhan Pencegahan
Masyarakat (Pekat) Peredaran/Penggunaan
Minuman Keras dan Narkoba

Rencana Rerja Badan ResbangPol Lima Putut Rota Tatiun 2021

I1-7




Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Lembar : ........

Urusan/Bidang Urusan

Indikator

Target Capaian
Kinerja Program

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

SKPD Tahun 2019

Target program
dan kegiatan

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2018

Kode Pemerintahan Daerah Dan | Kinerja Program (outcomes)/ : " anei ) Renja SKPD remel ; Tingkat Capaian
) ) Renstra SKPD Keluaran Kegiatan | TargetRenja | Realisasi Renja | .. isasi ) Realisasi Capaian o
Program/Kegiatan Kegiatan (output) Tahun 2021 s/d dengan tahun SKPD tahun SKPD T|ngkat(§;aal|sa5| tahun berjalan | proaram dan Kegiatan RealFlesea:sltI:rget
2018 2019 Tahun 2019 o (tahun 2019) s/d tahun 2019 %)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
19 | 01| 20 Penyuluhan Pencegahan Jumlah Sosialisasi yang 31 kali 9 kali 5 kali 2 kali 40 % 5 kali 16 kali 51,61%
01 |Peredaran/Penggunaan dilak K
Minuman Keras dan Narkoba llaksanaxan
19 | 01 | 21 Program Pendidikan Politik Persentase Pelaksanaan
Masyarakat Penyuluhan Politik kepada
Masyarakat
19 | 01 | 21 | 01 [Kegiatan Penyuluhan Politik Jumlah soasialisasi yang 26 kali 17 kali 13 kali 6 kali 46,15 % 13 kali 36 kali 138,46%
Kepada Masyarakat dilaksanakan
19 | 01 | 21 | 02 [Kegiatan Fasilitasi Jumlah Paket Kegiatan 4 paket 0 paket 1 paket 0 0 1 paket 1 paket 25%
Penyelesaian Perselisihan dilak K
Parpol yang dilaksanakan
19 | 01 | 21 | 03 [Koordinasi Forum-forum Jumlah Verifikasi Banpol 60 Parpol 30 Parpol 2 10 parpol dan 2 | 10 parpol dan 2 100% 10 Parpol dan 2 50 parpol dan 6 83,33%
diskusi Politik E angkatan angkatan angkatan angkatan angkatan
dan Pembinaan Ormas
serta Fasilitasi
Forkopimda
19 (01 | 21 04 Penyusunan Data Base Partai Jumlah Buku yang 150 set 0 set 150 set 0 0 0 0 0
Politik .
dibutuhkan
19 | 01 | 21 | O5 [Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Bulan 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 60 bulan 83,33%
Pelaporan Perkembangan Pelaksanaan Monitorin
Partai Politik 9

Rencana Keovja Badan ResbangPol Lina Putuh Kota Takun 2081

I1-8




Dalam Renja tahun 2019, Badan Kesbangpol Sumbar mengalokasikan
anggaran sebesar Rp. 2.730.840.060,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta
delapan ratus empat puluh ribu enam puluh rupiah) yang direncanakan akan
digunakan untuk membiayai 4 program belanja urusan wajib yang terdiri dari
13 kegiatan dan 5 program dan kegiatan setiap SKPD vyang terdiri dari 21

kegiatan.

Dari program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut, pada KUA
PPAS Tahun 2019, Badan Kesbangpol Sumbar memperoleh alokasi anggaran
sebesar Rp. 2.148.993.560,- (Dua milyar seratus empat puluh delapan juta
sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah). Alokasi
anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 4 program belanja urusan
wajib yang terdiri dari 13 kegiatan dan 5 program dan kegiatan setiap SKPD
yang terdiri dari 18 kegiatan.

Sedangkan pada KUA PPAS Perubahan Tahun 2019, alokasi anggaran
Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi Rp. 2.263.193.560,-
(Dua milyar dua ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu
lima ratus enam puluh rupiah), 4 program belanja urusan wajib yang terdiri
dari 13 kegiatan dan 5 program dan kegiatan setiap SKPD yang terdiri dari 18
kegiatan. Dari program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja Badan
Kesbangpol Kabupaten lima Puluh Kota Tahun 2019, dapat dijelaskan sebagai
berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan rencana kegiatan
sebanyak 9 kegiatan, telah dilaksanakan sebanyak 9 kegiatan pada tahun
anggaran 2019, diakomodir dalam DPA dan DPPA Badan Kesbangpol
Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 9 kegiatan.

Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a) Penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan

b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 12 bulan
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c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, selama 12 bulan

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan

e) Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan

g) Penyediaan makanan dan minuman selama 12 bulan

h) Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah selama
12 bulan.
Target kinerja program pelayanan administrasi perkantoran dalam Renja
2019 adalah 100%, dengan capaian kinerja program tahun 2019
sebesar 95,77%.

. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan rencana

kegiatan sebanyak 6 kegiatan, diakomodir dalam DPA dan DPPA Badan

Kesbangpol Sumbar sebanyak 5 kegiatan yaitu :

a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional, sebanyak 2 unit kendaraan
roda 2

b) Pengadaan peralatan gedung kantor, sebanyak 10 set bunga, 2 printer
dan 3 alat perekam.

c) Pengadaan mebeleur, berupa 1 set kursi tamu.

d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, 1 paket.

e) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional , 12 bulan.

f) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, 12 bulan.

Terdapat 1 kegiatan dalam Renja 2019 yang tidak diakomodir dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbangpol Tahun 2019,

yaitu :

a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan rencana

pengadaan sebanyak 2 unit kendaraan roda 2.

Rencana Rerja Badan ResbangPol Lina Paluk Kota Takan 2021

II-10



Target kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam

Renja 2019 adalah 100%, dengan capaian kinerja program tahun 2019

sebesar 93,59%.

. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan rencana kegiatan sebanyak

1 kegiatan, yaitu :

a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya sebanyak 40 stel
Pakaian Dinas Harian (PDH).

Target kinerja program peningkatan disiplin aparatur adalah 100 % dengan

capaian kinerja sebesar 100%.

. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan rencana

kegiatan sebanyak 2 kegiatan yaitu,

a) Pendidikan dan pelatihan formal 5 paket.

b) Sosialisasi peraturan perundang-undangan, 1 kali

Target kinerja program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah

100% dengan capaian kinerja 54,83%.

. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan, dengan rencana kegiatan sebanyak 3 kegiatan, yaitu :

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
sebanyak 20 dokumen.

Target kinerja program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan adalah 100% dengan capaian Kkinerja

program sebesar 95,66%.

. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan rencana

kegiatan sebanyak 4 kegiatan, diakomodir dalam DPA Tahun 2019

sebanyak 4 kegiatan, yaitu :

a) Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama, berupa 12
laporan/rekomendasi kepada kepala daerah.

b) Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat,

berupa 2 kali sosialisasi.
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c) Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur
Budaya Bangsa, berupa 20 laporan/rekomendasi kepada kepala daerah.

d) Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, sebanyak 3 Kali.

Target capaian program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

sebesar 100 %, dengan capaian kinerja program ini sebesar 84,30%.

. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, dengan

rencana kegiatan 1 kegiatan, yaitu :

a) Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan
Narkoba, sebanyak 5 kali.

Target capaian Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat sebesar

100%, dengan capaian kinerja program 47,01%.

. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan rencana kegiatan sebanyak

4 kegiatan dan diakomodir dalam DPA 4 kegiatan dan DPPA Badan

Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 sebanyak 3 kegiatan,

yaitu :

a) Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat,sebanyak 13 kali

b) Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik, sebanyak 1 paket.

c) Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik, dengan 10 partai politik dan 2
kali sosialisasi

d) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di 13
Kecamatan.

Target kinerja program pendidikan politik masyarakat dengan capaian

kinerja program sebesar 100%, dan tingkat realisasi capaian kinerja

program sebesar 91,07 %

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja dan
program/kegiatan

Bila dilihat dari pemaparan capaian program diatas, maka terdapat 2
program yang target kinerjanya tidak tercapai. Kegiatan kegiatan yang

tercantum dalam dokumen anggaran tidak dapat dilaksanakan sesuai
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dengan jadwal serta tidak memenuhi target kinerja yang ditetapkan, hal ini
disebabkan oleh karena terbatasnya peserta pada Diklat Intelijen yang
dilaksanakan oleh BAIS dan Kementerian Dalam Negeri. Dan juga tidak
terlaksananya seluruh kegiatan penyuluhan pencegahan
peredaran/penggunaan minuman keras/narkoba yang disebabkan

kekurangan SDM di bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja
program/kegiatan

Terdapat 6 program pada Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2019 yang terpenuhi target kinerjanya. Hal ini
diantaranya disebabkan oleh seluruh usulan kegiatan dalam program
program tersebut dapat diakomodir seluruhnya dalam DPA dan DPPA Badan
Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019. Kegiatan kegiatan
yang tercantum dalam dokumen anggaran dapat dilaksanakan sesuai

dengan jadwal serta memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

Faktor-Faktor Penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan

Dari usulan program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2019, tidak
terdapat program/kegiatan yang capaian kinerjanya melebihi target yang

ditetapkan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Badan KesbangPol Tahun 2016 - 2021

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 2021 disusun
dengan mempedomani RPIJMD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016 — 2021 yaitu untuk menunjang misi 1 Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Lima Puluh Kota Terpilih. Misi 1 tersebut adalah Meningkatkan

kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya. Program-program
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urusan kesatuan bangsa yang sesuai dengan misi 1 adalah sebagai berikut

a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan,

b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan,

c. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat,

d. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Disamping menunjang misi 1, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota menunjang misi 4 Bupati dan Wakil Bupati
kabupaten Lima Puluh Kota Terpilih yaitu meningkatkan Tata Kelola
Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik. Program-program yang
menunjang dalam mewujudkan misi 4 adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

(@)

. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,

[«

. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,

D

. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa apabila capaian target
program renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak tercapai maka
akan menyebabkan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk
menunjang misi 1 dan misi 4 Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota

terpilih tahun 2016 — 2021 akan terganggu.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

Agar target perencanaan jangka menengah dalam Renja Tahunan dan
DPA dapat tercapai dengan maksimal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun perencanaan dan penganggaran
kegiatan dengan memperhatikan dinamika situasi dan kondisi yang

berkembang. Penganggaran kegiatan-kegiatan pokok sebagaimana yang
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tercantum dalam Renstra Tahun 2016 — 2021 tetap dilanjutkan, dan ada
sejumlah kebijakan strategis yang diambil untuk meningkatkan efektivitas
pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja Bidang kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, diantaranya :

a. Menganggarkan kegiatan fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan
Daerah, sehingga akan terjadi harmonisasi antara Kepala Daerah
dengan instansi vertikal yang ada di daerah, sehingga akan
mendukung stabilitas daerah guna kesinambungan pembangunan
di Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 berdasarkan
Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan
Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

Cc. Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba.

d. Mendukung terciptanya stabilitas daerah dan meningkatkan peran
dan fungsi jajaran KesbangPol dalam mengawal stabilitas politik,

ekonomi dan keamanan.

Perkiraan Capaian Kinerja Program Tahun 2021

Berdasarkan laporan realisasi fisik dan keuangan bulan September
2019, capaian program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, capaian kinerja
program 95,77%, tahun 2021 diperkirakan capaian kinerja

program sebesar 95%,
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. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, capaian
kinerja program sebesar 93,59%, tahun 2021 capaian kinerja
program diperkirakan sebesar 93%,

. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, capaian kinerja program
sebesar 100%, tahun 2021 capaian kinerja program
diperkirakan sebesar 100%,

. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, capaian
kinerja program sebesar 54,83%, tahun 2021 capaian kinerja
program diperkirakan 90%,

. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan sebesar 95,66%, tahun 2021 capaian kinerja program
diperkirakan 95%,

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, capaian kinerja
program sebesar 84,30%, tahun 2021 capaian kinerja program
diperkirakan sebesar 90%,

. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan,
capaian kinerja program sebesar 91,86%, tahun 2021 capaian
kinerja program diperkirakan sebesar 90%,

. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat,
capaian kinerja program sebesar 47,01%, tahun 2021 capaian
kinerja program diperkirakan sebesar 90%,

Program Pendidikan Politik Masyarakat, capaian kinerja program
sebesar 91,07%, sampai akhir tahun capaian kinerja program

diperkirakan sebesar 90%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan KesbangPol

berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan OPD

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun

terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Rencana Rerja Badan ResbangPol Lina Paluk Kota Takan 2021

II-16



Bila diisesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa
Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dan peraturan perundang-undangan diatas
maka indikator kinerja pelayanan tersebut tidak ada yang terkait dengan tugas
dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang ada pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah pada Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik

No. | Aspek/fokus/Bidang Target Capaian Kinerja Setiap | Realisasi capaian kinerja setiap tahun

Urusan/Indikator Kinerja | Tahun

Pembangunan Daerah
Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Tahun Tahun Tahun
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Kegiatan Pembinaan | 1 kali 1 kali 1 Kkali 1 Kkali 1 Kkali 1 Kkali

terhadap LSM, Ormas dan

OKP

Pembinaan Politik Daerah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 13 Kali 6 kali

Sampai dengan bulan September 2019, kegiatan pembinaan terhadap LSM,
Ormas dan OKP telah dilaksanakan 1 (satu) kali dengan peserta 35 (tiga puluh
lima) orang dari Ormas yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan
Pembinaan Politik Daerah sampai bulan Desember 2019 telah dilaksanakan
sebanyak dari target kinerja 3 (tiga) kali terlaksana 6 (enam) kali penyuluhan
dengan peserta adalah siswa/siswi SLTA dan Organisasi Kemasyarakatan se-
Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota sampai bulan September 2019, adalah sebagai
berikut :

Rencana Renja Badan RedbangPol Lima Putute Rota Tatiun 2021

II-17




Tabel 2.3

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan KesbangPol Kabupaten Lima Puluh

Kota
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi c
NO Sasaran Indiator) Ai:itsaig
Tahun 2018 [Tahun 2019 Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 |Meningkatnya Persentase 80% 100% 100% 100% 125% 100% 2
kesadaran, Pelaksanaan Hari
pemahaman, Besar Nasional
pengamalan nilai-
nilai Pancasila,
wawasan
kebangsaan dan
nasionalisme di
masyarakat
2. [Meningkatnya Persentase 51% 95% 95% 95% 196% | 105,26%
keamanan dan fasilitasi
ketertiban penyelesaian
masyarakat konflik di
Kabupaten Lima
Puluh Kota
Persentase 7% 6% 5% 4% +30,43% | +4,34%
penurunan jumlah
pengguna narkoba
dan minuman
keras
3. [Meningkatnya Persentase 75% 70% 80%
kualitas demokrasi |partisipasi
di Kabupaten Lima |masyarakat dalam
Puluh Kota pileg, pilpres dan
pemilukada

Dalam rangka meningkatkan kesadaran, pemahaman, pengamalan
nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Kalangan
Masyarakat telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk
Diskusi

Pemantapan 4 Pilar, Bimbingan Teknis Pemantapan Nilai-nilai Bela Negara dan

menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti
Sosilisasi Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan secara bertahap dan
berkesinambungan.

Pencapaian target kinerja pada Tahun 2019 adalah persentase
pelaksanaan peringatan Hari Bela Negara di 7 (tujuh) titik Peringatan Hari Bela
Negara di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

a. Peringatan Peristiwa Gugurnya 9 (Sembilan ) Suhada di Titian Dalam
Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh Tanggal 10 Januari
2019.
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b. Peringatan Peristiwa Penyerangan Para Pemimpin PDRI oleh Belanda dan
Kaki Tangannya di Wilayah Situjuah Batua ( Peristiwa Situjuah) tanggal
15 Januari 2019 yang dilaksanakan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari.

c. Peringatan Peristiwa Koto Tuo Lautan Api tanggal 10 Juni 2019, yang
dilaksanakan di Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau.

d. Peringatan Peristiwa Perundingan Antara delegasi Natsir/Pemerintahan
RI dengan Pemimpin PDRI di Padang Jopang , Kecamatan Guguak
tanggal 6 Juli 2019.

e. Peringatan Peristiwa Rapat Umum Pimpinan PDRI dengan Masyarakat di
Koto Kaciak, Kecamatan Guguak tanggal 7 Juli 2019.

f. Peringatan Peristiwa Konsolidasi Komando Sumatera dan Pembentukan
Gubernur Militer, Bupati Militer dan Wedana Militer yang Menuju Koto
Tinggi (Peringatan Hari Bela Negara) yang dilaksanakan di Kantor Bupati
Lima Puluh Kota pada tanggal 19 Desember 2019.

g. Peringatan Peristiwva Pengumuman Kabinet Pemerintahan Darurat
Republik Indonesia (PDRI) tanggal 21 Desember 2019 di Nagari Tanjung
Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban.

Tercapainya IKU Persentase pelaksanaan peringatan hari bela negara
disebabkan oleh :

e Tingginya partisipasi masyarakat dalam rangka peringatan peristiwa
sejarah dalam rangka hari bela Negara yang dilaksanakan di 7(tujuh)
titik Peringatan Peristiwa PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota.

e Kerja sama yang baik dengan FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh
Kota, juga dengan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Nagari serta
Tokoh Masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan IKU Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Persentase fasilitasi penyelesaian konflik Pada Tahun 2019 telah

dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :
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a. Demo Pegawai Sukarela di Dinas Kesehatan (Puskesmas se-Kabupaten
Lima Puluh Kota), telah difasilitasi penyelesaiannya oleh Pemerintah
Daerah bersama DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

b. Demo Masyarakat Nagari Sungai Talang yang menginginkan
pemberhentian Wali Nagari Sungai Talang, telah difasilitasi
penyelesaiannya oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari
Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga Wali Nagari telah dapat
menjalankan tugasnya kembali.

c. Masalah antara Masyarakat Jorong Banja Ronah, Nagari Pangkalan,
Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan PT SRI terkait pembuangan
Limbah Pabrik PT SRI dan harga daun gambir yang ditetapkan oleh PT
SRI dan pelarangan penjualan daun gambir oleh masyarakat dari luar
Banja Ronah, telah difasilitasi penyelesaiannya oleh Polres Lima Puluh
Kota, Dinas Perindustrian Kabupaten Lima Puluh Kota dan Asisten
Perekonomian dan Pembangunan.

Pencapaian IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase
Fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat
memenuhi target karena adanya kerja sama yang baik dengan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat, FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota,
aparatur pemerintahan Kecamatan , Nagari ,dan Wali Jorong.

Pada Tahun 2019 IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras
ditargetkan menurun 6% dari Tahun 2018, tapi tidak tercapai, karena
terjadi peningkatan kasus penggunaan narkoba dan minuman keras di
tahun 2018 vyaitu dari 46 kasus dan di Tahun 2019 menjadi 48 kasus,
dimana terjadi peningkatan jumlah kasus pengguna narkoba dan minuman
keras sebesar 4,34%. Dalam rangka penurunan jumlah pengguna narkoba
dan minuman keras telah dilaksanakan kegiatan penyuluhan

pencegahan/penggunaan minuman keras dan narkoba.
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Penurunan persentase jumlah pengguna narkoba dan minuman

keras tidak dapat tercapai karena beberapa faktor diantaranya adalah :

1. Terbatasnya dana untuk penyuluhan narkoba kepada masyarakat, dimana
hanya 25 (dua puluh) lima orang perkecamatan.

2. Semakin canggihnya modus operandi sindikat dan penyelundup narkoba.

3. Faktor geografi dari Negara Indonesia yang menyebabkan masih belum
optimalnya pengawasan.

4. Faktor kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, dimana salah satunya
disebabkan oleh gaya hidup konsumtif.

5. Sanksi hukum yang belum memberikan efek jera bagi pengguna maupun

pengedar narkoba dan minuman keras.

Pencapaian IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase
Partisipasi Masyarakat dalam Pileg, Pilpres dan Pemilukada, yang ditargetkan
75%, dalam pelaksanaan Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten tercapai 80%, sedangkan partisipasi masyarakat
Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
mencapai 81,01%. Tingginya partisipasi masyarakat pada pelaksanaan
pemilu Tahun 2019, karena serentaknya pemilu antara Pemilihan anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dengan Pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan
KesbangPol

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan Umum meliputi :
a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam
rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemeliharaan keutuhan
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Negara Kesatuan Republik Indonesia,

b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa,

c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujdkan stabilitas
keamanan lokal, regional dan nasional,

d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,

e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang
ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/kota
untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, hak azasi manusia,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi
serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

f. Pengembangan kehidupan berdemokrasi berdasarkan Pancasila;
dan

g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan
merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan umum tersebut
Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh Instansi vertikal.
Sehubungan dengan belum disahkannya Peraturan Pemerintah tentang
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, sehingga tugas dan fungsi
Badan KesbangPol diatur pada ketentuan Peralihan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang
menyatakan bahwa seluruh instansi KesbangPol tetap melaksanakan
tugas dan fungsinya dengan dukungan dana dari APBD, sampai
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Umm
disahkan.
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Indikator Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Lima Puluh Kota berpedoman pada indikator pelayanan Direktorat

jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri

yang mengacu pada RPJMN Tahun 2015 — 2019 yaitu sebagai berikut :

a. Penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri

yang berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber

daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam),
b. Jumlah konflik berlatar belakang isu SARA,

c. Persentase partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilihan

umum.

Adapun indikator pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengacu kepada Rencana Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 — 2021 adalah sebagai

berikut :

1. Persentase Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional.
Pada Tahun 2018 telah dilaksanakan peringatan di 7 (tujuh) titik
rangkaian peristiwa PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu

Peringatan Peristiwva Gugurnya 9 (Sembilan ) Suhada di
Titian Dalam Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang
Omeh Tanggal 10 Januari 2019.

Peringatan Peristiwa Penyerangan Para Pemimpin PDRI oleh
Belanda dan Kaki Tangannya di Wilayah Situjuah Batua (
Peristiwa Situjuah) tanggal 15 Januari 2019 vyang
dilaksanakan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari.

Peringatan Peristiwa Koto Tuo Lautan Api tanggal 10 Juni
2019, yang dilaksanakan di Nagari Koto Tuo, Kecamatan

Harau.

Rencana Rerja Badan ResbangPol Lina Paluk Kota Takan 2021

I1-23



Peringatan  Peristiwa  Perundingan Antara  delegasi
Natsir/Pemerintahan RI dengan Pemimpin PDRI di Padang
Jopang , Kecamatan Guguak tanggal 6 Juli 2019.

Peringatan Peristiwva Rapat Umum Pimpinan PDRI dengan
Masyarakat di Koto Kaciak, Kecamatan Guguak tanggal 7 Juli
2019.

Peringatan Peristiwa Konsolidasi Komando Sumatera dan
Pembentukan Gubernur Militer, Bupati Militer dan Wedana
Militer yang Menuju Koto Tinggi (Peringatan Hari Bela
Negara) yang dilaksanakan di Kantor Bupati Lima Puluh Kota
pada tanggal 19 Desember 2019.

Peringatan Peristiwva Pengumuman Kabinet Pemerintahan
Darurat Republik Indonesia (PDRI) tanggal 21 Desember
2019 di Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago
Halaban.

Dapat disimpulkan dari target pelaksanaan peringatan hari besar

nasional 100% pada tahun 2019, terlaksana sebesar 100%.

. Persentase fasilitasi konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan fasilitasi penyelesaian

konflik sosial sebagai berikut :

Demo Pegawai Sukarela di Dinas Kesehatan (Puskesmas se-
Kabupaten Lima Puluh Kota), telah difasilitasi
penyelesaiannya oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD
Kabupaten Lima Puluh Kota

Demo Masyarakat Nagari Sungai Talang yang menginginkan
pemberhentian Wali Nagari Sungai Talang, telah difasilitasi

penyelesaiannya oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat
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Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga Wali Nagari
telah dapat menjalankan tugasnya kembali.

e Masalah antara Masyarakat Jorong Banja Ronah, Nagari
Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan PT SRI
terkait pembuangan Limbah Pabrik PT SRI dan harga daun
gambir yang ditetapkan oleh PT SRI dan pelarangan
penjualan daun gambir oleh masyarakat dari luar Banja
Ronah, telah difasilitasi penyelesaiannya oleh Polres Lima
Puluh Kota, Dinas Perindustrian Kabupaten Lima Puluh Kota
dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa, dari target persentase

fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh

Kota yang capaian kinerjanya ditargetkan 95%, tercapai

100%,yang berarti pencapaian target kinerjanya adalah

105,26%.

3. Persentase Penurunan Jumlah Pengguna Narkoba dan Minuman
Keras, yang ditargetkan menurun 6% dari Tahun 2018, tetapi
tidak tercapai karena terjadinya peningkatan jumlah kasus 46
kasus di tahun 2018 menjadi 48 kasus di tahun 2019, yang
berarti pencapaian targetnya menjadi 72,33%.

4. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pileg, Pilpres dan
Pemilukada, yang ditargetkan 75%, tercapai 80%, yang berarti

pencapaian targetnya menjadi 106,6%.

Permasalahan dan hambatan vyang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada

urusan kesatuan bangsa dan politik. Beberapa permasalahan yang dapat
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diidentifikasi pada setiap bidang sesuai dengan tupoksi tersebut adalah

sebagai berikut :

a. Permasalahan pada bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan :

1.

2.

b.

Makin hari rasa berbangsa dan bernegara makin “memudar”.
Makin menurunnya moral dari generasi muda khususnya dan

masyarakat umumnya.
Sikap dan tindak tanduk masyarakat sudah jauh dari nilai-nilai

yang terkandung dalam Pancasila.

Dengan adanya otonomi daerah apalagi otonomi pendidikan

melemahkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk

peningkatan moral bangsa.

Belum terbentuknya lembaga teknis Pusat Pendidikan

Kebangsaan .

Permasalahan pada kewaspadaan dan pembinaan masyarakat :
1.

Karakteristik daerah yang dibangun dalam kondisi yang masih
terbatas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, politik

dan kewilayahan serta rawan akan konflik.

Masih kurangnya kesamaan persepsi dalam kegiatan

keagamaan.

Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral di bidang

kewaspadaan dini.

Masih kurangnya pelaksanaan penyuluhan tentang pencegahan
peredaran dan penyalahgunaan narkotika pisikotripika dan zat
adiktif lainnya kepada Tokoh Masyarakat maupun generasi

muda di kabupaten Lima Puluh Kota.
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c. Permasalahan pada bidang politik dalam negeri :

1. Masih terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan
generasi muda

2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mendaftarkan ormas
dan LSM.

3.  Belum terhimpunnya seluruh data ormas, parpol dan LSM di
Kabupaten Lima Puluh Kota

4. Kurangnya kesadaran pengurus parpol penerima bantuan
keuangan dalam penyelesaian administrasi bantuan keuangan
parpol.

5.  Belum maksimal pelaksanaan monev terhadap keberadaan
ormas, parpol dan LSM di Kab. Lima Puluh Kota.
Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah,

terhadap Capaian Program Nasional/Internasional (NPSK,
SPM dan SDGs)

Pembangunan Nasional merupakan upaya seluruh komponen bangsa
dalam mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Sebagai penjabaran dari visi, misi,program dari
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Tahun 2015 - 2019 dan
berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025,
disusunlah Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 -
2019.

RPIJMN Tahun 2015 — 2019 menekankan pada jalan perubahan yaitu
jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila dan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Proklamasi dan
Pancasila menegaskan jati diri dan identitas bangsa Indonesia sebagai
bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 mengamanatkan arah tujuan nasional pembentukan Negara

Kesatuan Republik Indonesia yaitu :
a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,

b. Memajukan kesejahteraan umum,
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c. Mencerdaskan kehidupan bangsa,dan

d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana

dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Bila dikaitkan dengan Bab VII RPIMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2016 — 2021, untuk mencapai keterpaduan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah, maka RPJMN
Tahun 2015 — 2019 menjadi acuan dalam menyusun RPJMD Tahun 2016
— 2021. Penyusunan Program Prioritas Daerah diselaraskan dengan
prioritas pembangunan nasional. Berikut ini adalah sinergitas
pembangunan nasional dengan Kabupaten Lima Puluh Kota dan
keterkaitannya dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
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Tabel 2.4

Sinergitas Pembangunan Nasional dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lima Puluh Kota

No. | Prioritas Prioritas Program Kerja | Target Kinerja | Capaian Kinerja
Pembangunan Pembangunan Badan KesbangPol | Badan Badan
Nasional Kab. Lima Puluh | Kab. Lima Puluh | KesbangPol Kab. | KesbangPol Kab.
Kota Kota Lima Puluh Kota | Lima Puluh Kota
yang Tahun 2019
mendukung
prioritas
pembangunan
Nasional
1. Dimensi Meningkatkan - Program Persentase 100%
Pembangunan kualitas Pengembangan | Penyelesaian
Manusia dan | kehidupan Wawasan Konflik Sosial di
Masyarakat beragama, Kebangsaan Kab. Lima Puluh
_ Mental dan beradat dan Kota
karakter berbudaya
- Program Persentase 100%
Kemitraan Pelaksanaan
Pengembangan | Peringatan Hari
Wawasan Besar Nasional
Kebangsaan
- Program Persentase
Peningkatan Penurunan
Pemberantasan | Jumlah
Penyakit Pengguna
Masyarakat Narkoba dan

Minuman keras
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- Program Persentase 106,6%
Pendidikan Partisipasi
Politik masyarakat
Masyarakat dalam Pileg,
Pilpres dan
Pemilukada

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik

Kendati masih menghadapi permasalahan dan hambatan yang serius,

khususnya dalam menangani persoalan Bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik, terdapat sejumlah tantangan maupun peluang yang dapat

dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota secara maksimal. Tantangan

yang dihadapi adalah sebagai berikut :

a.

Adanya gesekan antar anggota masyarakat maupun antar kelompok
masyarakat yang dipicu oleh sumber daya ekonomi (sengketa lahan,

sumber daya alam) dan perbedaan persepsi keagamaan,

. Menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup

berbangsa dan bernegara,

Menurunya tingkat partisipasi  politik masyarakat dalam

penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada,

. Tingginya jumlah kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan

minuman keras di tengah masyarakat.
Adanya krisis kepercayaan terhadap aparatur pemerintah,

Belum optimalnya kinerja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik karena belum lengkapnya peraturan yang mengatur masalah

jabatan fungsional.
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Sedangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan pada Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

a.

Adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk membangun sistem
politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan
sistem Pemerintahan Daerah, menyempurnakan paket Undang-

Undang Politik dan Sistem Pemilukada serentak.

. Adanya kesamaan, keterkaitan dan keselarasan visi dan misi Kepala

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam RPIJMD Kabupaten Lima
Puluh Kota yaitu Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera
dan Dinamis “ Yang Mantap “ Berlandaskan Iman dan Taqwa,
khususnya misi ke-1 dan misi ke-4 dengan pembangunan di bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adanya dukungan dana dari APBD untuk pelaksanaan program dan
kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh
Kota.

. Adanya koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal yang ada

di daerah seperti TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham, BIN,

BNN dan Kementerian Agama.

Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam
organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terhadap kebijakan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk kritik, saran
dan kerjasama dalam bidang Politik, kesatuan bangsa dan wawasan

kebangsaan.

Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan
Strategis Untuk Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas
Tahun 2021.

Dalam rangka mewujudkan stabilitas politik dan menjaga persatuan dan

kesatuan bangsa diperlukan tekad dan energi yang besar dan terencana.
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Keterlibatan seluruh stakeholder dalam penjaringan informasi dan

koordinasi mutlak dilakukan. Dewasa ini kita lihat banyaknya pihak-pihak

atau kelompok yang menginginkan adanya perpecahan dengan memicu

berbagai konflik. Dalam kerangka pemikiran ini diperlukan analisis dalam

merencanakan dan menjalankan strategi. Beberapa isu penting dalam

rangka perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2019 bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan,

terdapat beberapa isu yang memerlukan perhatian dan fokus

pemerintahan daerah :

a.

b.

Makin hari rasa berbangsa dan bernegara makin “memudar”.
Makin menurunnya moral dari generasi muda khususnya dan

masyarakat umumnya.
Sikap dan tindak tanduk masyarakat sudah jauh dari nilai-nilai

yang terkandung dalam Pancasila.

Dengan adanya otonomi daerah apalagi otonomi pendidikan

melemahkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk

peningkatan moral bangsa.

Belum terbentuknya lembaga teknis Pusat Pendidikan

Kebangsaan .

Beberapa isu penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah

daerah pada kewaspadaan dan pembinaan masyarakat pada tahun
2019 adalah sebagai berikut:

a. Karakteristik daerah yang dibangun dalam kondisi yang masih

terbatas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, politik

dan kewilayahan serta rawan akan konflik.
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b. Masih kurangnya kesamaan persepsi dalam kegiatan keagamaan.

c. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral di bidang

kewaspadaan dini.

d. Masih kurangnya pelaksanaan penyuluhan tentang pencegahan
peredaran dan penyalahgunaan narkotika pisikotripika dan zat
adiktif lainnya kepada Tokoh Masyarakat maupun generasi muda

di kabupaten Lima Puluh Kota

3. Beberapa isu penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah
daerah pada bidang politik dalam negeri pada tahun 2019 adalah
sebagai berikut:

a. Masih terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan
generasi muda

b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mendaftarkan ormas dan
LSM.

Cc. Belum terhimpunnya seluruh data ormas, parpol dan LSM di
Kabupaten Lima Puluh Kota

d. Kurangnya kesadaran pengurus parpol penerima bantuan
keuangan dalam penyelesaian administrasi bantuan keuangan
parpol.

e. Belum maksimal pelaksanaan monev terhadap keberadaan

ormas, parpol dan LSM di Kab. Lima Puluh Kota.

Fokus penyelenggaraan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten untuk tahun mendatang, meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Mendukung terciptanya stabilitas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
dan meningkatkan peran dan fungsi jajaran Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengawal stabilitas

politik, ekonomi dan keamanan.

b. Meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini

aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui :
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Pemetaan daerah rawan konflik sosial,
Mewaspadai isu terorisme/radikalisme,
Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat,

Pengawasan terhadap orang asing.

c. Membentuk dan memberdayakan Forum-forum yang ada pada Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik seperti :

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA),
Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (FKDPD),
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),

Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM),

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Lima
Puluh Kota,

Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,

- Tim Verfikasi/penelitian permohonan pencairan bantuan keuangan

Partai Politik Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota,

Tim pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di

Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD

adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Badan KesbangPol

dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD,

karena pada hakikatnya Renja SKPD tersebut disusun adalah untuk mendukung

pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan
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yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja
OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut

sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut, ada

beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD
dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting
terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat
rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal

RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel 2.3
berikut:
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Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lembar......darl........
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Target Pagu Target Kebutuhan | oo i
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja capaian indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja capaian Dana enting
(Rp.000) (Rp.000)
1 (2 3) (4) 5) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12)
| PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PROGRAM DAN
SETIAP SKPD KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
11 :L"ngﬂr:i:‘t;‘;'iag::‘lgzmran Persentase Pelaksanaan :L"n%i':grzz'iaya"a" Persentase Pelaksanaan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi
Perkantoran Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat K:Sab(;ngp Jumlah bulan pembelian 12 bulan 3.000 ;een:eljjr:fn jasa surat Kfiiir:gp Jumlah bulan pembelian 12 bulan 3.840
ol Materai selama 1 tahun y ol Materai selama 1 tahun
anggaran anggaran
2| T e | ke | Jumian Bulan e et | kcainge | Jumlah Bulan Pembayaran | 12000 #3052
Y ol Pembayaran Rekening daya airdar; listrik ol Rekening Telepon, Listrik,
Telepon, Listrik, Air dan Air dan Internet dalam satu
Internet dalam satu tahun tahun
3. Egzgit;::njasa administrasi Kfsabiirép Jumlah Bulan yang 12 bulan 290.400 :gnmyii?;?;r;ijasa Kiz;:lzr:gp Jumlah Bulan yang dibayar 12 bulan 256.604
ol dibayar honornya keuangan ol honornya
4. E::{s:ﬂiaanjasa kebersihan Kfsabiirép Jumlah Bulan alat 12 bulan 30.300 E:E?ragi;\:: iziior Kiiii;}i' Jumlah Bulan alat 12 bulan 30.300
ol kebersihan yang diadakan ol kebersihan yang diadakan
dan Jumlah Bulan yang dan Jumlah Bulan yang
dibayar honornya dibayar honornya
5. Penyediaan alat tulis kantor Kiiiirép Jumlah Bulan ATK yang 12 bulan 38.720 E:g{;dman alat tulis Ki%iirép Jumlah Bulan ATK yang 12 bulan 30.865
ol diadakan ol diadakan
6. P::ye(aiir?;;ak:]arang cetakan dan Ki?oc;n o Jumlah Bulan Barang 12 bulan 29.040 P::g:if:né?:;tan KeBse:Dc;n o Jumlah Bulan Barang yang 12 bulan 34.125
penge g ang di cetak dan pert P g di cetak dan Penggandaan
ol yang kerja ol 99
Penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi Badan Jumlah Bulan komponen 12 bulan 9.680 Penyed|aaq ) Badan Jumlah Bulan komponen 12 bulan 9.680
penerangan bangunan kantor KesbangP komponen instalasi KesbangP
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ol instalasi/ penerangan listrik/penerangan ol instalasi/ penerangan
bangunan kantor yang bangunan kantor bangunan kantor yang
diadakan diadakan
8. Penyediaan peralatan dan Badan Jumlah unit perelatan dan 4 laptop dan 1 17.600 Penyediaan peralatan Badan Jumlah unit perelatan dan 1 laptop dan 4 30.000
perlengkapan kantor KesbangP printer dan perlengkapan KesbangP kipas angin
ol perlengkapan kantor yang Kantor ol perlengkapan kantor yang
diadakan diadakan
9. ;(?Eﬁ(::;an makanan dan Kgls?ai?gp Jumlah Porsi makanan 12 bulan 29.040 gz:y;?;iz:;wan;akanan K(Sidaingp Jumlah Porsi makanan dan 12 bulan 26.125
ol dan minuman Rapat dan ol minuman Rapat dan Tamu
Tamu yang disediakan yang disediakan
10. Rapat-rapat kordinasi dan Badan 12 bulan 193.546 Rapat-rapat kordinasi Badan : : 12 bulan 193.546
konsultasi ke luar daerah KesbangP ‘]umla.h O.H yang . . dan konsultasi ke luar KesbangP Jumlah OH_yan_g mengikuti
ol mengikuti rapat koordinasi daerah ol rapat koordinasi dan
dan Konsultasi Konsultasi
1.2 Badan : 12 bulan : Badan : 12 bulan
. Program peningkatan
Program peningkatan sarana KesbangP Persentase Peningkatan saragr:a dgn pragsarana KesbangP Persentase Peningkatan
dan prasarana aparatur ol Sarana dan Prasarana ol Sarana dan Prasarana
Aparatur aparatur Aparatur
1 Pengadaan kendaraan Badan Jumlah kendaraan Roda 2 1 unit 404.875 Pengadaan kendaraan Badan Jumlah kendaraan Roda 2 2 unit 54.875
dinas/operasional KesbangP d Kend Roda 4 kendaraan roda dinas/operasional KesbangP d Kend Roda 4 kendaraan roda
ol an e,n araan Roda empat, 2 unit ol an e_n araan koda 2 dan 1 unit
yang diadakan kendaraan roda yang diadakan kendaraan roda
2 4
Pengadaan peralatan gedung Badan Jumlah Unit Pengadaan 1 kipas angin, 44,000 Pengadaan peralatan Badan Jumlah Unit Pengadaan 3 unit laptop, 1 57.000
kantor KesbangP p latan Ged Kant karpet,10 gedung kantor Kesbangp p latan Ged Kant set alas meja
) ol eralatan Geaung Kantor bgnga,4 ol eralatan Gedung Kantor rapat, 1 set .
printer, 1 gorden, 1 unit
kamera, 1 alat printer
perekam
Pengadaan mebeleur Badan Jumlah set Pengadaan 1 set kursi ) 29.040 Pengadaan mebeleur Badan Jumlah set Pengadaan 3 sgt Lemari 29.040
KesbangP Mebel tamu, 2 meja Kesbangp Mebel Arsip, 32 buah
3 ol epbeleur kerjadan 5 ol ebeleur kursi rapat
kursi kerja
4 Pemeliharaan rutin/berkala Badan Jumlah Paket Pemasangan 16.500 Pemeliharaan Badan Jumlah Paket Pemeliharaan Pemeliharaan 16.500
gedung kantor KesbangP . pavingblock, rutin/berkala gedung KesbangP gedung kantor
ol Pemeliharaan Gedung pembuatan kantor ol Gedung Kantor
Kantor kamar mandi,
perbaikan
plavon,
pembuatan
parker roda 2
® | Kendaraan dnasjoperasional | Kespangp | Jumiah Bulan Service rapuen 1oodes Pt berkala kespangp | Jumiah Bulan Service v HoLaes
ol Kendaraan Roda 4 dan kendaraan ol Kendaraan Roda 4 dan
Roda 2 yang diadakan dinas/operasional Roda 2 yang diadakan
6 Pemeliharaan rutin/berkala Badan 12 bulan 28.162 Pemeliharaan Badan 12 bulan 16.850

Jumlah Bulan

Jumlah Bulan Pemelirahaan
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peralatan gedung kantor KesbangP | Pemelirahaan Peralatan rutin/berkala KesbangP | Peralatan Gedung Kantor
ol Gedung Kantor peralatan gedung ol
13 Program peningkatan disiplin Jumlah Penyediaan Program peningkatan Jumlah Penyediaan
) aparatur Pakaian Dinas disiplin aparatur Pakaian Dinas
L | e | oy | Jumiah Stel Pakaian | S0 720000 Fengagaen g B T sumlah Stl Pakaian Dinas | 407
ol Dinas yang dibutuhkan perlengkapannya ol yang dibutuhkan
Pengadaan pakaian khusus Badan Jumlah Stel Pakaian 40 stel pakaian Pengadaan pakaian Badan Jumlah Stel Pakaian 40 stel 0
hari-hari tertentu KesbangP . daerah khusus hari-hari KesbangP X
2 ol Khusus yang dibutuhkan tertentu ol Khusus yang dibutuhkan
Program peningkatan kapasitas Badan Jumlah Diklat dan Program peningkatan Jumlah Diklat dan Bimtek
1.4 KesbangP X " . kapasitas sumber . .
sumber daya aparatur ol Bimtek yang diikuti daya aparatur yang diikuti
1. ]lc'—;ir;r(]j;(ljikan dan pelatihan Kglsii)(;ngp Jumlah Kali yang 10 paket 35.000 ’l;’slr;(:iig;a:o?rir;l Kfsabiirép Jumlah Kkali yang mengikuti 5 paket 35.000
ol mengikuti diklat ol diklat
Badan Jumlah kali Sosialisasi L kali 20.000 Badan Jumlah kali Sosialisasi 1 kali 20.000
5 Sosialisasi peraturan KesbangP | yang diadakan Sosialisasi peraturan KesbangP | yang diadakan
perundang-undangan ol perundang-undangan ol
121 program peningkatan Jumlah Dokumen P;?]g':;‘b‘;i"igfkata" Jumlah Dokumen
pengembangan sistem Perencanaan dan zistegm pelagoran Perencanaan dan Pelaporan
Ez:fa%or:: capaian kinerja dan Pelaporan capaian kinerja dan
& keuangan
1. Penyusunan laporan capaian Badan | jymlah Dokumen Laporan | 20 dokumen 45.917 Penyusunan laporan Badan | j,mlah Dokumen Laporan 20 dokumen 41.667
Kineria dan ikhtisar realisasi KesbangP d capaian kinerja dan KesbangP d
kinerJ'a SKPD ol yang ada ikhtisar realisasi ol yang ada
! kinerja SKPD
2. Urusan Wajib
21 fv':v%;asg‘nplf:f:?g::;ﬁa" Persentase Pelaksanaan g:;%ggrngangan Persentase Pelaksanaan
Sosialisasi dan bimtek wawasan kebangsaan Sosialisasi dan bimtek
serta Persentase serta Persentase
Pelaksanaan Rapat- Pelaksanaan Rapat-rapat
rapat Tim FKUB, PKS Tim FKUB, PKS dan
dan FKDM FKDM
Kegiatan Peningkatan Toleransi Badan Jumlah Rekomendasi 12 295.464 Kegiatan‘ Peningkatan Badan Jumlah Rekomendasi Rapat 12 126.505
dan Kerukunan dalam Kesbangp R t dilak K laporan/rekom Toleransi dan Kesbangp dilak K laporan/rekom
1 Kehidupan Beragama (FKUB) ol apat yang dilaksanakan endasi kepada Kerukunan dalam ol yang dilaksanakan endasi kepada

kepala daerah
dan 240 orang

Kehidupan Beragama
(FKUB)

kepala daerah
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Kegiatan Peningkatan Rasa Badan : 400 orang 290.000 Kegiatan Peningkatan Badan : 10 kali 56.177
Solidaritas dan Ikatan Sosial di | Kesbangp | SUmian Bimtek yang Rasa Solidaritasdan | Kesbangp | Jumiah Bimtek yang sosialisasi
2. Kalangan Masyarakat ol dilaksanakan lkatan Sosial di ol dilaksanakan
Kalangan Masyarakat
3. Kegiatan Peningkatan Badan Jumlah Rekomendasi 20 260.090 Kegiatan Peningkatan Badan Jumlah Rekomendasi yang 12 88.049
Kesadaran Masyarakat akan Kesbangp . laporan/rekom Kesadaran Kesbangp ) laporan/rekom
Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa ol yang dilaksanakan endasi kepada Masyarakat akan ol dilaksanakan endasi kepada
(Sosialisasi Forum kepala daerah Nilai-Nilai Luhur kepala daerah
dan 150 orang Budaya Bangsa
Kegiatan Sosialisasi Wawasan Badan Jumlah Sosialisasi yang 4 angkatan 286.000 Kegiatan Sosialisasi Kab. Lima Jumlah Sosialisasi yang 10 kali 91.518
4. Kebangsaan Kesbangp . (200 orang) Wawasan Puluh X sosialisasi
ol dilakasanakan Kebangsaan Kota dilakasanakan
Kegiatan Pendidikan Dasar Bela Badan Jumlah Sosialisasi yang 1 angkatan 500.000 Kegiatan Pendidikan Kab. Lima Jumlah Sosialisasi yang 2 kali 0 Perlu
Negara Kesbangp X (950 orang) Dasar Bela Negara Puluh X sosialisasi anggaran
ol dilaksanakan Kota dilaksanakan vang
besar
karena
peserta
5. dibiayai
mulai dari
pakaian,
penginap
an dan
uang
saku
22 Program Kemitraan Persentase Pelaksanaan Program Kemitraan Persentase Pelaksanaan
Pengembangan Wawasan Peringatan Hari Bela Negara Pengembangan Peringatan Hari Bela Negara dan
Kebangsaan dan Persentase Pelaksanaan Wawasan Persentase Pelaksanaan Rapat-
Rapat-Rapat Tim Pakem dan Kebangsaan Rapat Tim Pakem dan Kominda
Kominda
1. Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Kab. Lima Jumlah Rekomendasi 12 663.800 Kegiatan Fasilitasi Kab. Lima Jumlah Rekomendasi yang 12 402.176
Halagoh dan Berbagai Forum Puluh . laporan/rekom Pencapaian Halagoh Puluh X laporan/rekom
Keagamaan Lainnya dalam Kota yang dilaksanakan endasi kepada dan Berbagai Forum Kota dilaksanakan endasi kepada
Upaya Peningkatan Wawasan kepala daerah Keagamaan Lainnya kepala daerah
Kebangsaan (PAKEM) dan 30 orang dalam Upaya dan 30 orang
Peningkatan
Wawasan
Kebangsaan (PAKEM)
2. Kegiatan Seminar, Talk Show, Kab. Lima ol f 12 angkatan 290.000 Kegiatan Seminar, Kab. Lima Sl : 8 kali 90.840
Diskusi Peningkatan Wawasan Puluh nglah Sosialisasi yang (600 orang) Talk Show, Diskusi Puluh J.umlah Sosialisasi yang sosialisasi
Kebangsaan Kota dilaksanakan Peningkatan Kota dilaksanakan
Wawasan
Kebangsaan
3. Kegiatan Pentas Seni dan Kab. Lima f f 7 lokasi titik 469.365 Kegiatan Pentas Seni Kab. Lima : : 7 lokasi titik 348.968
Budaya, Festifal, Lomba Cipta Puluh Jumlah Kegiatan/ Lokasi sejarah PDRI dan Budaya, Festifal, Puluh Jumlah Keglatan/ Lokasi sejarah PDRI
dalam Upaya Peningkatan Kota Sejarah yang Lomba Cipta dalam Kota Sejarah yang dilaksanakan

Wawasan Kebangsaan

dilaksanakan

Upaya Peningkatan
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Wawasan
Kebangsaan

Politik

Koordinasi dan Fasilitasi Kab. Lima ; 12 686.090 Koordinasi dan Kab. Lima ; 12 245.804
4 KOMINDA Puluh JumlagllekomEndaSI laporan/rekom Fasilitasi KOMINDA Puluh ‘é#T(Iah REkomendaSI yang laporan/rekom
Kota yang dilaksanakan endasi kepada Kota llaksanaxkan endasi kepada
kepala daerah kepala daerah
2.3 | Program Peningkatan Persentase Pelaksanaan Persentase Pelaksanaan
Pembrantasan Penyakit Penyuluhan Pencegahan Penyuluhan Pencegahan
Masyarakat (Pekat) Peredaran/Penggunaan Peredaran/Penggunaan Minuman
Minuman Keras dan Narkoba Keras dan Narkoba
1 Penyuluhan Pencegahan Kab. Lima P f 6 angkatan 665.992 Penyuluhan Kab. Lima ol . 6 kali 206.697
Peredaran/Penggunaan Miras Puluh jﬁg:s;iﬁ::hsa& yang (180 orang) PencegahanPeredara Puluh jﬁ;?(lggniizlr?hsay yang sosialisasi
dan Narkoba Kota n/Penggunaan Kota
minuman keras dan
narkoba
24 | Program Pendidikan Politik Persentase Pelaksanaan Program Pendidikan Persentase Pelaksanaan
Masyarakat Penyuluhan Politik kepada Politik Masyarakat Penyuluhan Politik kepada
Masyarakat Masyarakat
Kegiatan Penyuluhan Politik Kab. Lima FRE B 13 kecamatan 211.118 Kegiatan Penyuluhan Kab. Lima T : 3 kali 63.150
Ke%ada Masy);rakat Puluh melah soasialisasi yang (540 orang) Pol%tik Kepadg Puluh J!Jmlah soasialisasi yang sosialisasi
1 Kota dilaksanakan dan 2 angkatan Masyarakat Kota dilaksanakan
(160 orang)
2 e ep | Jumiah Paket Kegiatan | [iiloe A [0 gl PR TR BT Jumlah Paket Kegiatan | | et
Kota yang dilaksanakan Lima Puluh Perselisihan Parpol Kota yang dilaksanakan
Kota
T | T [ Jumiah verifisi Banpol | 30 72Te PO |1 48SAES | Wooroas For KD BN Jumiah Verfkas Banpol | 10V | EL6ET
Kota dan Pemk_)l_naa_n Ormas (175 orang) Politik Kota dan Pemt_)!nae_ln Orma_s
serta Fasilitasi serta Fasilitasi Forkopimda
Forkopimda
4 gglr;i/il}isunan Data Base Partai Kal:;ltlt:na Jumlah Buku yang 150 buah buku gzgu;;g:rp%z;\;?k Ka&lﬂr:na Jumlah Buku yang 150 buah buku 0
Kota dibutuhkan Kota dibutuhkan
5 ysggg:;r;gbi\:séﬁz;izgn Ka&ltir:na Jumlah Bulan 13 Kecamatan 61.148 gﬂaonnigglr;r:)%rgﬁaluasi Ka;tlti?a Jumlah Bulan Pelaksanaan 13 kecamatan 26.107
Partai Politik Kota Pelaksanaan Monitoring Perkembangan Partai Kota Monitoring
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Adapun hasil perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan yang tertuang dalam renja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Program yang tertuang pada rancangan awal RKPD dengan
analisis kebutuhan yang tertuang pada Renja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik adalah 9 Program.

2. Jumlah kegiatan yang tertuang pada rancangan awal RKPD adalah 34
kegiatan, sedangkan kegiatan yang tertuang pada analisis kebutuhan
adalah 33 kegiatan, 1 (satu) kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan
tidak dianggarkan yaitu kegiatan Pendidikan Dasar Bela Negara, yang
disebabkan karena membutuhkan anggaran yang sangat besar karena
peserta dibiayai mulai dari pakaian, penginapan, dan uang saku.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Organisasi Perangkat Daerah salah satu tahapan
proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan
kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat
penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima
manfaat dari pogram dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi
Perangkat Daerah. Namun sampai dengan proses penyusunan RenjaTahun
2020 dilakukan, belum diterima usulan program/kegiatan
masyarakat/pemangku kepentingan yang sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
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Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.

2.
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BAB IlI
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera
Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota

3.1.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk
merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program
pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah
keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang

dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-
2024 , sasaran utama pembangunan nasional adalah mewujudkan
masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan
kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia
yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun prioritas pembangunan nasional

yang ditetapkan dalam RPJMN tersebut meliputi :
1. Pembangunan sumber daya manusia.
2. Pembangunan infrastruktur.
3. Penyederhanaan regulasi.
4. Penyederhanaan Birokrasi.
5. Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 prioritas
pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut

diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-
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masing tingkatan pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian
strategi pembangunan vyang pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-
environtment. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah yang
disusun oleh Badan KesbangPol harus mengacu dan menguatkan serta

mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional ini.

Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik, maka prioritas pembangunan nasional yang sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Prioritas 1 dan 3

yaitu :
- Pembangunan SDM.

- Penyederhanaan Birokrasi.

3.1.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera
Barat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga
sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh
Kota. Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa
disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan
hal tesebut, maka dalam penyusunan Renja ini, Badan KesbangPol perlu

melakukan telaahan terhadap RPIJMD Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
RPIJMD Provinsi Sumatera Barat, maka prioritas Pembangunan Provinsi

Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam
kehidupan masyarakat

2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan

3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan

4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
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5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan
pengembangan agribisnis.

6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan
peningkatan investasi.

7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan.

8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan
daerah tertinggal.

9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan
infrastruktur.

10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang disusun oleh Badan
KesbangPol mesti disinkronkan dan dapat mendukung pencapaian prioritas

pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut.

3.1.3. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota

Dalam RPIJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 Visi
Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka menengah tersebut adalah
“Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis ”

yang mantap”berlandaskan iman dan taqwa”.

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai
berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.

2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi ekonomi dan
reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan

potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
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Memperkuat kelembagaan Nagari untuk melaksanakan pembangunan

berbasis jorong.

Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah

basis perjuangan.

Terkait dengan pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut diatas

maka ditetapkan Prioritas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut

10.

11.

Revolusi mental.

Revitalisasi pertanian menuju agroindustri.
Pariwisata dan ekonomi kreatif.

Investasi dan kemudahan berusaha.

Penguatan ekonomi kerakyatan .

Akselerasi pembangunan sumber daya manusia.

Reformasi birokrasi.

Penguatan Nagari.

Penataan ruangan dan kawasan strategis.

Fasilitas umum dan fasilitas social berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan.

Pengembangan daerah basis perjuangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan KesbangPol

3.2.1 Telaahan terhadap Renstra Badan KesbangPol Tahun 2016-
2021

Adapun Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rensta Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
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A.  Tujuan
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efsien

2. Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman nilai-nilai Pancasila,

Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme Masyarakat
3. Terwujudnya stabilitas keamanan di Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Terwujudnya Situasi dan Kondisi Politik yang Demokratis

B. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah sebagai
berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

2. Meningkatnya kesadaran, Pemahaman, Pengamalan nilai-nilai

Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat
3. Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

4. Meningkatnya kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan KesbangPol Tahun
2021

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 sesuai dengan Permendagri Nomor
13 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Tujuannya : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Arti
Pentingnya Wawasan Kebangsaan

Kegiatan — kegiatan yang dilakukan antara lain :

a. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam
Kehidupan Beragama (FKUB)

b. Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di
Kalangan Masyarakat
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c. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai
Luhur Budaya Bangsa (Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat)

d. Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Tujuan : Meningkatnya Kemitraan Pengembang Wawasan
Kebangsaan

Kegiatan — kegiatan yang dilakukan antara lain :

a. Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halagoh dan Berbagai Forum
Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan
Kebangsaan (PAKEM)

b. Kegiatan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan
Kebangsaan

c. Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festifal, Lomba Cipta dalam
Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan

d. Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA

3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
(Pekat)
Tujuan : Penurunan Penyakit Masyarakat

Kegiatan- kegiatan yang dilakukakn antara lain :
a. Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan minuman
keras dan narkoba

4. Program Pendidikan Politik Masyarakat
Tujuannya : Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat

Kegiatan — kegiatan yang dilakukan antara lain :

a. Kegiatan Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat

b. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Parpol

c. Koordinasi Forum-forum Komunikasi Politik

d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Partai Politik

5. Program pelayanan administrasi perkantoran
Tujuannya : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
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Kegiatan — kegiatan yang dilakukan antara lain :

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

S oSempoo oo

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Tujuannya : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan — kegiatan yang dilakukan antara lain :
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Mobeuleur

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaandinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

"o o0 T

Program peningkatan disiplin aparatur
Tujuannya : Meningkatnya disiplin aparatur

Kegiatan — kegiatan yang dilakukan antara lain :
a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Tujuannya : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur,

Kegiatan — kegiatan yang dilakukan antara lain :
a. Pendidikan dan pelatihan formal
b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Tujuannya : Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan Keuangan

Kegiatan — kegiatan yang dilakukan antara lain :
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a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD

B. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan program dan

kegiatan di atas adalah :

1.

Meningkatnya kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas-

tugas terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa.

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur Badan

KesbangPol.

Terlaksananya koordinasi dalam rangka mewujudkan persatuan

dan kesatuan bangsa.

Terlaksananya  koordinasi  pelaksanaan  kegiatan  Badan

KesbangPol.

Meningkatnya pengetahuan ormas dan parpol serta tokoh

masyarakat tentang pengetahuan politik.

Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya rasa

persatuan dan kesatuan bangsa serta Ideologi Pancasila.

Terlaksananya Koordinasi yang baik dengan muspida dan instansi
vertikal lainnya mengenai stabilitas daerah dan aliran

kepercayaan.

Terlaksananya koordinasi dalam rangka penurunan pekat di

Kabupaten Lima Puluh Kota.

Terlaksananya  penyuluhan  kepada masyarakat tentang

pencegahan peredaran dan penyalahgunaan napza.
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Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 berdasarkan Permendagri No. 90
Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan
Tujuannya : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Arti
Pentingnya Wawasan Kebangsaan dan penguatan
karakter kebangsaan

Kegiatan — kegiatan yang dilakukan antara lain :
a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

2. Program Peningkatan Peran Partai politik dan Lembaga
Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan
Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Tujuan : Meningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang Politik

Kegiatan — kegiatan yang dilakukan antara lain :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta
Pemantauan Situasi Politik.

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
Tujuan : Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan
organisasi kemasyarakatan

Kegiatan- kegiatan yang dilakukakn antara lain :

a. Perumusan  Kebijakan  Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan Budaya
Tujuannya : Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban di Tengah
Masyarakat

Kegiatan — kegiatan yang dilakukan antara lain :

Rencana Rerja Badan ResbangPol Lina Paluk Kota Takan 2021

III- 9



a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan
Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik
Sosial
Tujuannya : Meningkatnya kewaspadaan dini, cegah dini dalam
rangka penanganan konflik di tengah masyarakat.

Kegiatan — kegiatan yang dilakukan antara lain :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Tujuannya : Terpenuhinya kebutuhan ASN pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik

Kegiatan — kegiatan yang dilakukan antara lain :

a. Administrasi keuangan,

b. Administrasi Umum,

c. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

B. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan program dan

kegiatan di atas adalah :

1. Meningkatnya kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas-

tugas terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur Badan

KesbangPol.

3. Terlaksananya koordinasi dalam rangka mewujudkan persatuan

dan kesatuan bangsa.

4. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kegiatan Badan

KesbangPol.
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5. Meningkatnya pengetahuan ormas dan parpol serta tokoh

masyarakat tentang pengetahuan politik.

6. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya

rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta Ideologi Pancasila.

7. Terlaksananya Koordinasi yang baik dengan muspida dan
instansi vertikal lainnya mengenai stabilitas daerah dan aliran

kepercayaan.

8. Terlaksananya koordinasi dalam rangka penurunan pekat di

Kabupaten Lima Puluh Kota.

9. Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat tentang

pencegahan peredaran dan penyalahgunaan napza.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu kepada
Program dan Kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah. Disamping itu juga berpedoman kepada Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, seperti :

a. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Hidup
Beragama, berpedoman kepada Peraturan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan
Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan

Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

b. Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di

Kalangan Masyarakat, berpedoman kepada Permendagri
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__h

g.

Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Forum

Pembauran Kebangsaan.

Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai
Luhur Budaya Bangsa berpedoman kepada Permendagri No. 2

Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Daerah.

Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan berpedoman
kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halagoh dan Berbagai Forum
Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan
Kebangsaan, mempedomani Keputusan Jaksa Agung RI No.
Kep 004/01/1994.

Kegiatan Seminar, Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan

Kebangsaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta
dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan berpedoman
kepada Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 dan
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Bela
Negara dan Rangkaian Peristiwanya di Kabupaten Lima Puluh
Kota.

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA, berpedoman
kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/964/S]
Tanggal 23 Februari 2015 Tentang Pembentukan Tim Terpadu
Dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan

Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan
Minuman Keras dan Narkoba, berpedoman kepada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
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Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan

Dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

j. Kegiatan Penyuluhan Politik kepada Masyarakat, berpedoman
kepada Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 Tentang
Pendidikan Politik Kepada Generasi Muda.

k. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik,
berpedoman kepada Undang-Undang Tentang Susunan dan
Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD.

|. Kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik, berpedoman
kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

m. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan
Partai Politik, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan,

Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik.

Sedangkan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu
kepada Program dan Kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Disamping itu juga berpedoman kepada Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku, seperti :

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya,

berpedoman kepada:
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1. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan

Pendirian Rumah Ibadat.
2. Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep 004/01/1994.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Fasilitasi Pencegahan dan  Pemberantasan
Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor
Narkoba.

b. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang
Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan berpedoman

kepada:

1. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembentukan

Forum Pembauran Kebangsaan.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Sosialisasi

Wawasan Kebangsaan.

3. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan
Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Bela Negara dan

Rangkaian Peristiwanya di Kabupaten Lima Puluh Kota.

c. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan
Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Sosial berpedoman kepada:

1. Permendagri No. 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini

Daerah.
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanangan
Konflik Sosial.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012

Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum

Kepala Daerah berpedoman kepada:

1. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 Tentang Pendidikan
Politik Kepada Generasi Muda.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah
dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi

Perkembangan Politik.
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Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan

Kegiatan

Untuk Tahun 2021 berdasarkan Permendagri Nomor 13
Tahun 2016 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima
Puluh Kota merencanakan 4 (empat) Program Urusan Wajib dengan
yang terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan dan 5 Program yang
merupakan Program dan Kegiatan Setiap OPD yang terdiri dari 20
(dua puluh) Kegiatan. Total 9 (sembilan) Program dan 33 (tiga puluh
tiga) kegiatan :

4 (empat) Program Urusan Waijib tersebut adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, mencakup
kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama, Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan
sosial di kalangan masyarakat, Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai budaya luhur bangsa, Sosialisasi

wawasan kebangsaan dan Diksar Bela Negara.

b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan ,
mencakup kegiatan fasilitasi pencapaian halagoh dan berbagai
forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan
kebangsaan, seminar,talkshow, diskusi peningkatan wawasan
kebangsaan, Pentas seni dan Budaya,festival, lomba cipta
dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dan
Koordinasi dan fasilitasi KOMINDA.

c. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat,
mencakup kegiatan penyuluhan pencegahan

peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.

d. Program Pendidikan Politik Masyarakat, mencakup kegiatan
penyuluhan kepada masyarakat, fasilitasi penyelesaian

perselisihan partai politik, koordinasi forum-forum diskusi
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politik dan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan

politik.

Sedangkan 5 (lima) program yang merupakan Program dan Kegiatan
Setiap OPD adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, mencakup kegiatan
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa
administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan kantor,
penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan
penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,
penyediaan makanan dan minuman dan rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
mencakup kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional,
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan Mebeuler,
pemeliharaan rutin/berkala  peralatan  gedung kantor,
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasinal kantor
dan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

3. Program peningkatan kapasitas aparatur, mencakup kegiatan
pendidikan dan pelatihan formal, dan sosialiasasi peraturan
perundang-undangan.

4. Program peningkatan disiplin aparatur, mencakup kegiatan
pengadaan pakaian dinas beserta Kelengkapannya.

5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan, mencakup kegiatan penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Untuk Tahun 2021 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota
merencanakan 5 (Lima) Program Unsur Pemerintahan Umum dengan yang

terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 1 (satu) Program Penunjang Urusan
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Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan. Total 6 (enam)

Program dan 8 (delapan) kegiatan :

5 (lima) Program Urusan Pemerintahan Umum tersebut adalah

sebagai berikut :

d.

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan,
dengan kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik ,
dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik.

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan,
dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan

Organisasi Kemasyarakatan.

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Sosial
Budaya, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas
dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan kegiatan Perumusan
Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pematapan Kewaspadaan Nasional

dan Penanganan Konflik Sosial.
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Sedangkan 1 (lima) program yang merupakan Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah, yang mencakup Kegiatan sebagai berikut :

1. Administrasi Keuangan.
2. Administrasi Umum.

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Badan KesbangPol untuk Rencana
Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021 mengacu kepada
program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Badan KesbangPol tahun 2016-
2021. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu
kepada Permendagri No. 13 tahun 2006.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Badan
KesbangPol dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu program dan
kegiatan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan program
dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Ringkasan Program dan
Kegiatan Badan Kesbangpol pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel-tabel
berikut.

Tabel 4.1
Program dan kegiatan yang ada pada setiap OPD

No | PROGRAM KEGIATAN
1. | Pelayanan 1. Kegiatan Penyed!aan Qasa Surat l\_/Ienyurat .
Administrasi 2. Keglgtar_m penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Perkantoran 3. Kegiatan jasa administrasi keuangan
4. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
6. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Kegiatan penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
8. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor
9. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

daerah
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- 1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Peningkatan .
eningkata 2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
sarana dan | 3. Kegiatan Pengadaan Mebeuler
prasarana 4, llfaer?tlg;[an pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
aparatur 5. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala  kendaraan
dinas/operasinal kantor
6. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Peningkatan 1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
disiplin aparatur
Peningkatan 1. Keg!atan PenQ|Q|kan dan Pelatihan Formal
2. Kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan
kapasitas sumber
daya aparatur
1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja

dan keuangan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tabel 4.2

Program dan Kegiatan Lingkup Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri

No | PROGRAM KEGIATAN
Program Pengembangan 1. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan
Wawasan Kebangsaan Kerukunan dalam Kehidupan
Beragama (FKUB)
2. Kegiatan Peningkatan Rasa

Solidaritas dan Ikatan Sosial di
kalangan masyarakat
3. Peningkatan kesadaraan masyarakat
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
4. Kegiatan  Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan.
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I Program Kemitraan 1. Kegiatan Fasilitas pencapaian
Pengembangan wawasan halagoh dan berbagai  forum
kebangsaan keagamaan lainnya dalam upaya

peningkatan wawasan kebangsaan

2. Seminar, Talk show, diskusi
peningkatan wasbang

3. Pentas seni dan budaya, festival,
lomba cipta dalam upaya
peningkatan wasbang

4. Koordinasi dan Fasilitasi Kominda

m Program Peningkatan | 1. Penyuluhan pencegahan peredaran
Pemberantasan Penyakit penggunaan minuman keras dan
Masyarakat (Pekat) narkoba

W, Program Pendidikan Politik 1. Kegiatanan Penyuluhan politik
Masyarakat kepada masyarakat

2. Fasilitasi penyelesaian perselisihan
parpol

3. Koordinasi  Forum-forum  diskusi
politik

4. Monitoring,evaluasi dan pelaporan

tentang perkembangan politik

Berdasarkan dua pengelompokan program tersebut maka untuk tahun

2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 9 program dengan 33

kegiatan. Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi

anggaran program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun

2021 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 4.3 berikut.

Rencana Rerja Badan RedbangPol Lima Putut Rota Tatiun 2020

IV-3




Tabel 4.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SKPD . BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 Tahun 2022
i Targ
Kode L;’r:rii?i/r?tlsr?:r? [l)J;(l;lrs;]n Indikator Kinerja Target Kebutuhan Catatan et Kebutuhan
. Program/Kegiatan i utu Pentin utu
dan Program/Kegiatan g g Lokasi Capaia Dana/Pagu Sumbe ¢ | Capa Dana/Pagu
n o r Dana ian S
L Indikatif . Indikatif
Kinerja Kine
rja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
0 00 | 00 | 01 Program pelayanan Persentase 658,177,000.85 686,746,000.00
administrasi Pelaksanaan
perkantoran Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
0| 00 | 00 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat Jumlah bulan Kesbang 12 bulan DAU 12
menyurat pembelian Materai Pol 3.840,000.00 bulan 3,000,000.00
selama 1 tahun
anggaran
0 00 | 00 | 01 | 02 | Penyediaan jasa Jumlah Bulan Kesbang 12 bulan DAU 12
komunikasi sumber Pembayaran Rekening Pol bulan
daya air dan listrik Telepon, Listrik, Air 43,092,000.00 45,420,000.00
dan Internet dalam
satu tahun
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00 | 00 | 01 | O7 Penye_diaaq jasa nglah Bulan yang Kesbang 12 bulan 256,604,000.00 DAU 12 290,400,000.00
administrasi keuangan dibayar honornya Pol bulan
00 | 00 | 01 | 08 | Penyediaan Jasa Jumlah Bulan alat Kesbang 12 bulan DAU 12
Kebersihan Kantor kebersihan yang Pol bulan
diadakan dan Jumlah 30,300,000.00 30,300,000.00
Bulan yang dibayar
honornya
00 | 00 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis Jumlah Bulan ATK Kesbang 12 bulan 30,865,000.85 DAU 12 38,720,000.00
kantor yang diadakan Pol bulan
00 | 00 | 01 | 11 | Penyediaan barang Jumlah Bulan Barang Kesbang 12 bulan DAU 12
cetakan dan yang di cetak dan Pol 34,125,000.00 bulan 29,040,000.00
penggandaan Penggandaan
00 | 00 | 01 | 12 | Penyediaan komponen Jumlah Bulan Kesbang 12 bulan DAU 12
instalasi penerangan komponen instalasi/ Pol 9 680.000.00 bulan 9,680,000.00
bangunan kantor penerangan bangunan e
kantor yang diadakan
00 | 00 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan Jumlah unit perelatan Kesbang 2 DAU unit
dan perlengkapan dan perlengkapan Pol kompute 30,000,000.00 17,600,000.00
kantor kantor yang diadakan rPC
00 | 00 | 01 | 17 | Penyediaan makanan Jumlah Porsi Kesbang 1056 DAU 12
dan minuman m_akanan dan Pol porsi 26.125.000.00 bulan 29,040,000.00
minuman Rapat dan e
Tamu yang disediakan
00 | 00 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi Jumlah OH yang Kesbang 314 oh DAU 12
dan konsultasi keluar mengikuti rapat Pol bulan
daerah koordinasi dan 193,546,000.00
Konsultasi 193,546,000.00
00 | 00 | 02 Program peningkatan Persentase Kesbang 100%
sarana dan prasarana | Peningkatan Sarana Pol

aparatur

dan Prasarana
Aparatur

275,728,000.00

623,040,000.00
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00 | 00 | 02 | 05 | Pengadaan Kendaraan | Jumlah kendaraan Kesbang 2 Paket DAU 2
Dinas/ Operasional Roda 2 dan Pol paket
Kendaraan Roda 4 54,875,000.00 404,875,000.00
yang diadakan
00 | 00 | 02 | 09 | Pengadaan peralatan Jumlah Unit Kesbang 6 unit DAU 1
gedung kantor Pengadaan Peralatan Pol 57,000,000.00 paket 44,000,000.00
Gedung Kantor
00 | 00 | 02 | 10 | Pengadaan Mobeuleur Jumlah Paket Kesbang 1 Paket DAU 1
Pengadaan Mebeleur Pol 29,040,000.00 paket 29,040,000.00
00 | 00 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/ Jumlah Paket Kesbang 3 paket DAU Peng
berkala gedung kantor Pemeliharaan Gedung Pol ecata
Kantor n
16,500,000.00 Gedu 16,500,000.00
ng
Kant
or
00 | 00 | 02 | 24 | Pemeliharaan Jumlah Bulan Service Kesbang 12 bulan DAU 12
rutln/berka}la . Kendaraan Roda 4 Pol 101,463,000.00 bulan 100,463,000.00
kendaandinas/operasion | dan Roda 2 yang
al diadakan
00 | 00 | 02 | 28 | Pemeliharaan Jumlah Bulan Kesbang | 12 bulan DAU 12
rutin/berkala peralatan Pemelirahaan Pol 16,850,000.00 bulan 28,162,000.00
gedung kantor Peralatan Gedung
Kantor
00 | 00 | 03 P_rqgr_am peningkatan Jumlgh Pgnyediaan Kesbang 40 stel 20,000,000.00 40 20,000,000.00
disiplin aparatur Pakaian Dinas Pol stel
00 | 00 | 03 | 02 | Pengadaan pakaian Jumlah Stel Pakaian Kesbang 40 stel DAU
dinas beserta Dinas yang dibutuhkan Pol 20,000,000.00 0.00

kelengkapannya
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00 | 00 | 03 | 05 | Pengadaan pakaian Jumlah Stel Pakaian Kesbang 40 stel DAU 40

khusus hari-hari tertentu | Khusus yang Pol 0.00 stel 0.00
dibutuhkan

00 | 00 | 05 Program peningkatan Jumlah Diklat dan Kesbang 6 kali 6
kapasitas sumber Bimtek yang diikuti Pol . 55,000,000.00
daya aparatur 55,000,000.00 kali

00 | 00 | 05 | 01 | Pendidikan dan Jumlah kali yang Kesbang 5 kali DAU 5
pelatihan formal mengikuti diklat Pol diklat 35,000,000.00 kali 35,000,000.00

diklat

00 | 00 | 05 | 02 | Sosialisasi peraturan Jumlah kali Kesbang 1 kali DAU 1

perundang-undangan Sosialisasi yang Pol sosialisa 20.000.000.00 kali 20.000.000.00
diadakan si AR sosia ARG
lisasi

00 | 00 | 06 Program Peningkatan | Jumlah Dokumen Kesbangp 87%
pengembangan'susten Perencanaan dan ol 41,667,000.00 87% 45,917,000.00
pelaporan capaian Pelaporan
kinerja dan keuangan

00 | 00 | 06 | 01 | Penyusunan laporan Jumlah Dokumen Kesbang 20 DAU 12
capaian kinerja dan Laporan yang ada Pol dokume 41.667.000.00 bulan 45.917.000.00
ikhtisar realisasi kinerja n e e
SKPD
URUSAN WAJIB
Bidang Urusan
Kesatuan Bangsa dan 362,249,500.00 - 1,187,099,000.00
Politik Dalam Negeri

00 | 01 | 17 Program Persentase Kab. Lima 100% 1.687.109.000 | DAU 100 1.687.109.000
Pengembangan Pelaksanaan Puluh Kota %

Wawasan Kebangsaan

Sosialisasi dan
bimtek serta
Persentase
Pelaksanaan Rapat-
rapat Tim FKUB, PKS
dan FKDM
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00

01

17

01

Peningkatan Toleransi
dan Kerukunan dalam
Kehidupan Beragama
(FKUB)

Jumlah Rapat yang
dilaksanakan

Kab. Lima
Puluh Kota

12
Rekome
ndasi

126,505,000.00

DAU

Pemanta
uan
terhadap
kehidupa
n
keagama
an dan
kewaspad
aan
terhadap
aliran
sesat,
dasar
hukumny
a Perbup
No. 10 Th
2012 Ttg
Pemelihar
aan
Kerukuna
n Umat
Beragam
adan
Pendirian
rumah
Ibadah di
Lima
Puluh
Kota

12 x
Rapa

325,000,000.00
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00

01

17

02

Peningkatan Rasa
Solidaritas dan Ikatan
Sosial di Kalangan
Masyarakat

Jumlah Bimtek yang
dilaksanakan

Kabupaten
Lima Puluh
Kota

10 x
Bimtek

56,177,000.00

DAU

Dasar
hukumny
a Keppres
No. 28
Th.2006
tentang
Hari Bela
Negara
dan
rangkain
peristiwan
ya di
Kab. Lima
Puluh
Kota dan
Permend
agri No.
34 Th.
2006 Ttg
Pedoman
pembentu
kan forum
pembaura
n
kebangsa
an

10 x
sosia
lisasi

290,000,000.00

Rencana Rerja Badan RedbangPol Lima Putut Rota Tatiun 2020

V-9




00

01

17

03

Kegiatan Peningkatan
Kesadaran Masyarakat
akan Nilai-Nilai Luhur
Budaya Bangsa

Jumlah Rapat yang
dilaksanakan

Kab. Lima
Puluh Kota

12
Rekome
ndasi

88,049,500.00

DAU

Dasar
hukumny
a
Permend
agri No.
12 Th
2006 Ttg
Kewaspa
daan dini
masyarak
at di
daerah

12 x
rapat

286,099,000.00

00

01

17

04

Kegiatan Sosialisasi
wawasan kebangsaan

Jumlah Sosialisasi
yang dilakasanakan

Kab. Lima
Puluh Kota

10 x
sosialisa
Si

91,518,000.00

DAU

Dasar
hukumny
a Keppres
No. 28 Th
2006 Ttg
Hari Bela
Negara,
Perbup
No. 34 Th
2010 Ttg
Hari Bela
Negara
dan
Rangkaia
n
Peristiwa
nya di
Kab. Lima
Puluh
Kota serta
pelaksana
an diksar
bela
Negara

10 x
sosia
lisasi

286,000,000.00
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00 | 01 | 17 | 05 | Kegiatan Pendidikan Jumlah Sosialisasi Kab. Lima 2 X DAU 2 X
Dasar Bela Negara yang dilaksanakan Puluh Kota | sosialisa 0.00 sosia 0.00
Si lisasi
00 | 01 | 18 Program Kemitraan Persentase Kab. Lima 100%
Pengembangan Pelaksanaan Puluh Kota
Wawasan Kebangsaan | Peringatan Hari Bela
Negara dan 1,087,789,110.00 | DAU 10015 080,847,000.00
Persentase %
Pelaksanaan Rapat-
Rapat Tim Pakem
dan Kominda
00 | 01 | 18 | 01 | Fasilitasi Pencapaian Jumlah Rapat yang Kab. Lima 12 DAU Keputusa | 12X
Halagoh dan Berbagai dilaksanakan Puluh Kota | Rekome n Jaksa | rapat
Forum Keagamaan ndasi 402,176,000.00 Agung RI 730,180,000.00
Lainnya dalam Upaya No. Kep
Peningkatan Wawasan 004/01/19
Kebangsaan (PAKEM ) 94
00 | 01 | 18 | 02 | Kegiatan Seminar, Talk | Jumlah Sosialisasi Kabupaten 8 x DAU Perlu 8 x
Show, Diskusi yang dilaksanakan Lima Puluh | sosialisa dilakukan | Sosi
Peningkatan Wawasan Kota si ngll??ili?ﬁ[zlk alisa
Kebangsaan PDRI Si
karena
semakin
menipisnya
rasa cinta
90,840,500.00 terhadap 290,000,000.00
tanah air,
dasar
hukumnya
Keppres
No. 28 Th
2006 dan
Perbup No.
34 Th.
2010
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00

01

18

03

Pentas Seni dan
Budaya, Festifal, Lomba
Cipta dalam Upaya
Peningkatan Wawasan
Kebangsaan

Jumlah Kegiatan/
Lokasi Sejarah yang
dilaksanakan

Kabupaten
Lima Puluh
Kota

7
Kegiata
n/lokasi
titik
sejarah
PDRI

348,968,000.00

DAU

Perbup
No. 34
Th. 2010
Tentang
Hari Bela
Negara
dan
Rangkaia
n
Peristiwa
Sejarah di
Kab. Lima
Puluh
Kota

7
lokas
i titik
sejar

ah
PDRI

469,365,000.00

00

01

18

04

Koordinasi dan Fasilitasi
KOMINDA

Jumlah Rapat yang
dilaksanakan

Kabupaten
Lima Puluh
Kota

12
Rekome
ndasi

245,804,610.00

APBD

Dasar
hukumnya
Permenda
gri No. 16
Tahun
2011 Ttg
Perubahan
Permenda
gri No. 11
Th. 2006
Ttg
Komunitas
Intelijen
Daerah
dan
Perbup No.
12 Th.
2012 Ttg
Komunitas
Intelijen
Daerah

12 x
rapat

591,302,000.00
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00 | 01 | 20 Program Peningkatan Persentase Kab. Lima 100% DAU 100
Pemberantasan Pelaksanaan Puluh Kota %
Penyakit Masyarakat Penyuluhan
(Pekat) Pencegahan 206,697,250.00 467,394,500.00
Peredaran/Pengguna
an Minuman Keras
dan Narkoba
00 | 01 | 20 | 01 | Penyuluhan Jumlah Sosialisasi Kab. Lima 6 x DAU Permend 6 x
Pencegahan peredaran/ | yang dilaksanakan Puluh Kota | sosialisa 206.697.250.00 agri No. sosia 467.394.500.00
penggunaan minuman si o 21 Th. lisasi o
keras dan narkoba 2013
Tentang
Fasilitasi
Pencegah
an
Penyalah
gunaan
Narkoba
Reses
DPRD
00 |01 21 Program Pendidikan Persentase Kab. Lima | 100% DAU 100
Politik Masyarakat Pelaksanaan - Puluh Kota 973,938,999.00 % 1,775,824,500.00
Penyuluhan Politik
kepada Masyarakat
00 | 01 | 21 | 01 | Penyuluhan Politik Jumlah soasialisasi Kab. Lima 3 X 63,150,000.00 DAU Penyuluh 3 X 211,118,000.00
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Kepada Masyarakat yang dilaksanakan Puluh Kota | sosialisa an Politik | sosia
Si dan lisasi
Sosialisas
i Bantuan
Politik
00 | 01 | 21 | 02 | Fasilitasi Penyelesaian Jumlah Paket Kab. Lima | 1 paket DAU Fasilitasi 1
Perselisihan Parpol Kegiatan yang Puluh Kota | kegiatan 3.000.000.00 PAW paket 15.120.000.00
dilaksanakan AR kegia AR
tan
00 | 01 | 21 | 03 | Koordinasi Forum-forum | Jumlah Verifikasi Kab. Lima 10 DAU Verifikasi 10
Diskusi Politik Banpol dan Puluh Kota | verifikas Keuangan | Verifi
Pembinaan Ormas [ Partai kasi
serta Fasilitasi Politik,
Forkopimda Tim
881,681,499.00 Fasilitasi 1,488,438,500.00
Orkemas
serta
sosialisasi
Undang-
Undang
Orkemas
00 | 01 | 21 | 04 | Penyusunan Data Base | Jumlah Buku yang Kab. Lima 150 - DAU -
Partai Politik dibutuhkan Puluh Kota buah
buku
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00

01

21

05

Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Perkembangan Partai
Politik

Jumlah Kecamatan
Pelaksanaan
Monitoring

Kab. Lima
Puluh Kota

13
Kecama
tan

26,107,500.00

DAU

Monev
untuk
Pemilu
Kepala
Daerah
dan
perkemba
ngan
Politik

13
Keca
mata

61,148,000.00

JUMLAH

3,681,246,859.85

6,921,868,000.00
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Sedangkan nomenklatur program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik mengacu kepada Permendagri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Badan KesbangPol
dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan
program Unsur Pemerintahan Umum. Ringkasan Program dan Kegiatan Badan
Kesbangpol pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 4.4

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No | PROGRAM KEGIATAN

1 Penunjang 1. Administrasi Keuangan

" | Urusan 2. Administrasi Umum
Pemerintahan 3. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya
Daerah Aparatur.

Tabel 4.5
Program dan Kegiatan Unsur Pemerintahan Umum

No | PROGRAM KEGIATAN

Perumusan  kebijakan  Teknis  dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi
Pancasila dan Karakter Kebangsaan

| Program Penguatan Ideologi
Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Program Peningkatan Peran | Perumusan Kebijakan  Teknis dan
Partai Politik dan Lembaga | Pemantapan Bidang Pendidikan Politik,

Pendidikan Melalui | Etika Budaya Politik, Peningkatan

Pendidikan Politik dan | Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

Pengembangan Etika Serta| Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

Budaya Politik Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik.
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Fasilitasi Penanganan Konflik
Sosial

i1 | Program Pemberdayaan dan | Perumusan Kebijakan  Teknis  dan
Pengawasan Organisasi | Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Kemasyarakatan Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi  Kemasyarakatan, = dengan
kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan
\y |Program  Pembinaan dan | Perumusan Kebijakan  Teknis dan
Pengembangan Ketahanan | Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ekonomi dan Sosial Budaya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
y | Program Peningkatan | Perumusan Kebijakan Teknis dan
Kewaspadaan Nasional dan | Pelaksanaan Pematapan Kewaspadaan
Peningkatan Kualitas dan | Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Berdasarkan dua pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2021

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 6 (enam) program dengan 8

(delapan) kegiatan. Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi

anggaran program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021

secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 4.6 berikut:
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah .
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

. Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan/ Bidang
Urusan Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja | Kebutuhan
Pemerintahan i Catatan
Kode Daerah D Capaian Keluaran Sub il Sokanl Keluara) R | T Penti Dana/
aerah Dan Piroerain Kegiatan Hasil Kegiatan | Output Progra | nSub 5 Indikatif Dana enting Pagu
Prog.ram/ g eg Kegiatan " Kegiata Keglata (RP-) Tolok Ukur Target Indikatif
Kegiatan . g (Rp.)
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8 |01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6-782.48523 7,799,8629,;
8 |0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3'751'8”2': et
2.0 1 d 2,742,909,5 3,154,345,9
8 (0101 2 Administrasi Keuangan 28 57
Kab. Lima 3
Puluh
Persentanse Dana
i Jumlah bulan enyediaan gaji g Transfer feuse
2.0 Pemyediasn Gali | pelaksariaan embayaran gaji ganytun'an gnj e 100 2,701,242,52 {Umum - ekt 3,106,428,90
8 101101 |7 |01 |dan Tunjangan |penunjang urusan P y 93 Jang Kecamat {100 % |1 tahun 2 e it penunjang urusan | 100 % i i
2 2 dan tunjangan ASN serta persen 8|Dana : 7
ASN Pemerintahan an, : Pemerintahan
ASN penyusunan Alokasi
Daerah Semua Daerah
laporan OPD Umum
- Keluraha
n
Kab. Lima
Persentanse s Dana
Penyusunan Persentase e D Kota, et Persentase
Laporan Capaian | pelaksanaan Jumlah Pl aen Oa) Semua 20 elaksanaan
2.0 P P dan tunjangan 100 Umum - P
8 (01|01 2' 06 |Kinerja dan penunjang urusan |dokumen/laporan F—— Kecamat [100% |dokume L 41,667,000 Dana penunjang urusan | 100 % 47,917,050
y Ikhtisar Realisasi |Pemerintahan yang ada an, n P 5 Pemerintahan
A penyusunan Alokasi
Kinerja SKPD Daerah Semua Daerah
laporan OPD Umum
Keluraha
n
18 01|01 :'0 Administrasi Umum 933,905,001 1'073'9905':

AIA IR AA A dm ek -

1of 11
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja | Kebutuhan
Pemerintahan Lokasi Kel Pagu Catatan Dana/
Kode eluara : ag .
Daerah Dan |Capaian Program Keluar.an uk Hasil Kegiatan | Output | Progra| n Sub Ha_s" Indikatif Samhay Penting Pagu
Kegiatan 9 Kegiata Dana Tolok Ukur | Target | | oo
Program/ Kegiatan| m |Kegiata (Rp.) (hadshdicls arg Indikatif
Kegiatan . n (Rp.)
Kab. Lima
Puluh
Dana
Persentase e Kota, Persentase
terlaksananya pembelian jumlah | Persentase i Transfer ek
8 01 01 " 01 i s penunjang urusan bulan pembellan pelalfsgnaa.n Kecamat |100 % i w 3,840,000 o - penunjang urusan [ 100 % 4,416,000
Surat Menyurat Berarntahan materai selama 1 |Administasi - bulan |persen Dana Perasrintoban
tahun anggaran |Umum ' Alokasi
Daerah Semua Daerah
Umum
Keluraha
n .
Kab. Lima
Persentase pemtbeljumish Eglt‘;h Lans Persentase
Penyediaan Jasa Vertakaarants bulan Persentase Sem:,la Transfer terIstanan .
2.0 Komunikasi, : y pembayaran pelaksanaan o 100 Umum - 3 y
8 01 01 02 ._|penunjang urusan : AR Kecamat [100% |12 43,092,000 penunjang urusan | 100 % 49,555,800
5 Sumber Daya Air : rekening telepon, |Administasi persen Dana 5
™ Pemerintahan i an, bulan . Pemerintahan
dan Listrik air, listrik dan Umum Alokasi
Daceh internet dalam 1 Semup Umum B
taliiin Keluraha
n
Kab. Lima
Puluh
Dana
Persentase Kota, Persentase
: Persentase Transfer
20 Penyediaan Jasa |terlaksananya Jumlah bulan S ity Semua 12 100 Ml « terlaksananya
8 01 01 . 07 |Administrasi penunjang urusan |yang dibayar S : Kecamat [100 % 256,604,000 penunjang urusan {100 % 295,094,600
J 3 2 Administasi bulan |persen Dana :
Keuangan Pemerintahan honornya MEus an, Alokasi Pemerintahan
Daerah Semua Ty Daerah
Keluraha
n
S Jumlah bulan alat Kab. Lima Dana Bhieaiaie
: Penyediaan Jasa |terlaksananya el i yng QERersentase S & Holigied terrlaksananya
i 3 Kota, 5
8 01 Of1 i 08 |Kebersihan penunjang urusan alasiakn : pelaks?naap S 100 % g 100 30,300,000 rim penunjang urusan | 100 % 34,845,000
3 bt Qe bk Jumlah bulan Administasi emua 12 persen Dana S teban
i yang dibayar Umum Kecamat bulan Alokasi i
Daerah an Daerah
honornya ] Umum

&/3/2020 12:41 PM
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2021
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja | Kebutuhan
Pemerintahan Lokasi Kel Pagu Catatan Dana/
Kode eluara 4 ag 3
Daerah Dan Capaian Program Kell(:ari::aiub Hasil Kegiatan | Output Progra | nSub Ha.sﬂ Indikatif s:‘;:::r Penting Pagu
Program/ g Kegiatan| g Kegiata Kegiata (Rp.) Tolok Ukur Target Indikatif
Kegiatan n . (Rp.)
Semua
Keluraha
n
Kab. Lima
Puluh
Dana
Persentase Kota, Persentase
terlaksananya PRfsantase Semua e terlaksananya
8 01 01 20 10 Per.xyedxaan s penunjang urusan Jumlah. BulsiavK pelalfs‘anaa.n Kecamat [100 % = = 30,865,001 SHnum - penunjang urusan|100 % 35,494,751
Tulis Kantor ; yang diadakan Administasi bulan  |persen Dana g
Pemerintahan an, : Pemerintahan
Umum Alokasi .
Daerah Semua Daerah
Umum
Keluraha
n
Kab. Lima
Puluh
Persentase Kota hana Persentase
Penyediaan Jumlah bulan Persentase 1 Transfer
2.0 Barang Cetakan i barang yan elaksanaan Exmug 12 100 Umum - G
8. 01 01 <" 1 9 penunjang urusan| o o9 ¥ang i Kecamat |100 % 34,125,000 penunjang urusan|100 % | 39,243,750
3 dan | dicetak dan Administasi bulan  [persen Dana ;
Penggandaan e enggandaan Umum R Alokasi e
ngg Daerah pengg Semua Daerah
Umum
Keluraha
n
Kab. Lima
. Puluh
Penyediaan Jumlah bulan Dana
i Persentase Kota, Persentase
Komponen komponen Persentase Transfer
2.0 Instalasi St instalasi/peneran |pelaksanaan e 12 100 Umum - tetiaisananyn
SR Bl T penunjang urusan P A i Kecamat [100 % 9,680,000 penunjang urusan | 100 % 11,132,000
3 Listrik/Penerang 3 gan bangunan Administasi bulan |persen Dana ;
Pemerintahan an, . Pemerintahan
an Bangunan kantor yang Umum Alokasi
Daerah ; Semua Daerah
Kantor diadakan Umum
Keluraha
% n
) Penyediaan Persentase Jumlah unit T?’ersentase ' Kab. Lima : Dana Persentase
8 01 01 20 13 [Peralatan dan  |terlaksananya peralatan dan pelaksanaan Puluh 100% |2 unit i 30,000,000 Transfer terlaksananya 100 % 34,500,000
Perlengkapan  |penunjang urusan | perlengkapan Administasi " | Kota, PESen Umum - penunjang urusan
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2021
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pemerintahan Lokasi Kel Pagu Catatan D
Kode eluara p ag < ana/
Daerah Dan | Capaian Program Kell(l;a';.::a?b Hasil Kegiatan | Output | progra | nsub | M2l | |ndikatif S'l‘)':::r Penting Pagu
Program/ 9 Kegiatan| m | Kegiata Keg:“a (Rp.) Tolok Ukur | Target | | i e
Kegiatan n (Rp.)
Semua
: Kecamata Dana -
Pemerintahan kantor yang ! Pemerintahan
Kantor . Umum n, Semua Alokasi
Daerah diadakan Daerah
Keluraha Umum
n
Kab. Lima
Jumlah porsi ik Dana
Persentase Kota, Persentase
: makanan dan Persentase Transfer
20 Penyediaan terlaksananya AT e Slalinsn Semua 1900 100 T terlaksananya .
8 01 01 7 17 |Makanan dan penunjang urusan| p N Kecamat [100 % : 26,125,000 penunjang urusan | 100 % 30,043,750
8 . : minuman rapat  |Administasi porsi persen Dana : e
Minuman Pemerintahan an, ; Pemerintahan
dantamuyang  [Umum Alokasi
Daerah R Semua Daerah
disediakanrapat Umum
Keluraha
n
Kab. Lima
Puluh
- Persentase Kota ik Persentase
Rapat-Rapat Jumlah oh yang |Persentase y Transfer
2.0 Kordinasi dan EHiakanany mengikuti rapat  |pelaksanaan il 100 Umum - tetalsananya
- : o :
8 01 01 3 18 Konsilas ke penun;ang urusan W Aciniistas Kecamat {100 % [304 oh firoen 193,546,000 Dana penun;ang urusan (100 % 222,577,900
Pemerintahan : an, ' Pemerintahan
Luar Daerah konsultasi Umum Alokasi
2 Daerah Semua Daerah
@ Umum
Keluraha
n
' Semua
Kabupate
Dana
Persentase n/Kota, Persentase
Pengadaan Persentase Transfer
20 Vbt terlaksananya Jumlah kendaraan melakeanaan Semua 100 T terlaksananya
! ) o ;
8 01 01 3 20 Dinas/Operasion penun!ang urusan rt?da dua yang Adiminiasasi Kecamat |100 % |2 paket wetssh 54,875,000 Diina penun!ang urusan| 100 % 63,106,250
Pemerintahan diadakan an, ; Pemerintahan:
al " Umum Alokasi
“ Daerah Semua Ursii Daerah
|2 ~ |Keluraha
n

b &/3/2020 172-41 PM
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2021
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja | Kebutuhan
Pemerintahan Lokasi Kel Pagu Catatan Dana/
Kode eluara - g )
Daerah Dan Capaian Program Kell(l;al;::asnub Hasil Kegiatan | Output Progra | n Sub Ha.sd Indikatif Slsr::aer Penting Pagu
Program/ g Kegiatan| m |Kegiata Kegiata (Rp.) Tolok Ukur Target | | fikatif
Kegiatan . n (Rp.)
Kab. Lima
Puluh
Dana
Persentase . Kota, Persentase
Jumlah unit Persentase Transfer
50 Pengadaan terlaksananya Gergadast ilksaRaaT Semua 100 T terlaksananya
8 01 01 . 24 |Peralatan penunjang urusan LR Kecamat [100 % |6 unit 57,000,000 penunjang urusan | 100 % 65,550,000
3 : peralatan gedung |Administasi persen Dana :
Gedung Kantor |Pemerintahan an, . Pemerintahan
kantor Umum Alokasi
Daerah Semua Daerah
Umum
Keluraha
n
Kab, Lima J
Puluh
Dana
Persentase Kota, Persentase
Persentase Transfer
20 Berigadant terlaksananya Jumlah paket bt iskeanan Semua 100 W terlaksananya
801 o1 25 penunjang urusan |pengadaan TR Kecamat (100 % |1 paket 29,040,000 penunjang urusan | 100 % 33,396,000
Mebeleur 3 Administasi persen Dana :
Pemerintahan mebeleur an, ! Pemerintahan
Umum Alokasi
Daerah Semua Daerah
Umum
Keluraha
n
Kab. Lima
Puluh B
Persentase Kota, Persentase
: Persentase Transfer
20 Pemeliharaan terlaksananya Jumlah paket Belaleanzsn Semua 100 iy terlaksananya
8 01 01 . 28 [Rutin/Berkala penunjang urusan |pemeliharaan Yk Kecamat (100 % |3 paket 16,500,000 penunjang urusan | 100 % 18,975,000
3 " Administasi persen Dana :
; Gedung Kantor |Pemerintahan gedung kantor an, : Pemerintahan
Umum Alokasi
Daerah Semua Daerah
Umum
Keluraha
n
Jumlah bulan Kab. Lima Dana
Pemeliharaan | Persentase d k Puluh Persentase
; RutindBerkaln ~INE ke i pengadaan SUKU | Persentase uty Transfer il
2.0 S i cadang, service | pelaksanaan Kota, 12 100 Umum - i
8 01 01 30 |Kendaraan penunjang urusan| 4an pajak - Semua |100% 101,463,000 penunjang urusan | 100 % 116,682,450
I ’ : Administasi bulan  |persen Dana ;
Dinas/Operasion |Pemerintahan kendaraan roda 4 |ymum Kecamat Aokasi Peme:ntahan
al Daerah dan roda 2 yang an, obop Daera
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2021
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
‘ Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja | Kebutuhan
Pemerintahan Lokasi Kel Pagu Catatan Dana/
Kode eluara - ag -
Daerah Dan Capaian Program Ke'l(ua';:'t'a?b Hasil Kegiatan | Output Progra | nSub Ha.sﬂ Indikatif S;r:::r Penting Pagu
Program/ g Kegiatan| m |Kegiata| ®931|  (Rp) Tolok Ukur | Target | | i ovic
Kegiatan n i (Rp.)
Semua
diadakan Keluraha
n
Semua
Kabupate
Persentase n/Kota o Persentase
Pemeliharaan Jumlah bulan Persentase d Transfer
2.0 Rutin/Berkala e b emeliharaan elaksanaan e 12 100 Umum - terlaksananya
8 01 01 _° 34 penunjang urusan P S ) Kecamat [100 % 16,850,000 penunjang urusan | 100 % 19,377,500
3 Peralatan 1 peralatan gedung |Administasi bulan |persen Dana :
Pemerintahan an, : Pemerintahan
Gedung Kantor kantor Umum : Alokasi :
Daerah Semua Daerah
Umum
Keluraha
n
8 01 01 g Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75,000,000 86,250,000
Kab. Lima
¥ Puluh Biait
Pengadaan Persentase Persentase Kota, Persentase
: . Transfer
20 Pakaian Dinas  |pelaksanaan Jumlah stel pelaksanaan Semua 100 1ot pelaksanaan
8 01 01 02 |Beserta penunjang urusan |pakaian dinas peningkatan Kecamat (100 % |40 stel 20,000,000 penunjang urusan | 100 % 23,000,000
4 . G e persen Dana .
Perlengkapanny |Pemerintahan yang dibuituhkan |Disiplin dan an, ) Pemerintahan
: Alokasi
a Daerah kapasitas SDA Semua Daerah
Umum
Keluraha
n
Kab. Lima
Puluh Dan
Persentase Persentase Kota, 5 Persentase
pelaksanaan pelaksanaan Semua i pelaksanaan
8 01 O an 09 Pend.ldlkan e penunjang urusan Jumlah kth . peningkatan Kecamat 100 % |5 kali 1 35,000,000 e = penunjang urusan [ 100 % 40,250,000
Pelatihan Formal . mengikuti diklat L persen Dana ’
{Pemerintahan Disiplin dan an, ; Pemerintahan
. : Alokasi
Daerah kapasitas SDA Semua Daerah
B Umum
Keluraha
n
6of 11 8/3/2020, 12:41 PM
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tahun 2021

Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja | Kebutuhan
Pemerintahan Lokasi Kel Pagu Catatan Dana/
Kode eluara . ag :
Daerah Dan Capaian Program Kell(ual;:rttaiub Hasil Kegiatan | Output Progra | nSub Ha.sﬂ Indikatif s;':::r Penting Pagu
Program/ eg Kegiatan| m |Kegiata| 91|  (Rp) Tolok Ukur | Target | || yupasis
Kegiatan n 2 (Rp.)
Kab. Lima
Puluh Dar
o s e Persentase Persentase Kota, W Persentase
Sosialisasi ; Transfer
20 Saistiien pelaksanaan Jumlah kali pelaksanaan Semua 100 T pelaksanaan
8 0101 7 10 penunjang urusan |sosialisasi yang | peningkatan Kecamat (100 % |1 kali 20,000,000 penunjang urusan | 100 % 23,000,000
4 Perundang- f ; ol S8 persen Dana :
i Pemerintahan diadakan Disiplin dan an, Alkasi Pemerintahan
b Daerah kapasitas SDA Semua a Daerah
Umum
Keluraha
n
8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 587,503,500 675,629,025
8 01 02 2.0 Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter 587,503,500 675,629,025
1 Kebangsaan
Pelaksanaan
Koordinasi di Jumlah bimtek :
A ; Kab. Lima
Bidang Ideologi yang Bl
Wawasan Persentase dilaksanakan : 10 Dana Persentase
; Meningkatnya Kota, 3 .
Kebangsaan, Pencapaian Jumlah bimtek Transfer Pencapaian
2.0 Bela Negara enguatan kegiatan/lokasi pemshaman dan | Sernua 7 titik {80 Umum - enguatan
8 0102 < 03 I ok o Kesadaran Bela  [Kecamat |100 % 587,503,500 Ponoue: . |100% | 675,629,025
1 Karakter Bangsa, |Ideologi Pancasila sejarah yang Kiserais Bagi Al i 18 persen Dana Ideclogi Pancasila
Pembauran dan Karakter dilaksanakan 9 9 ; sosialisa Alokasi dan Karakter |
... |Bangsa Semua :
Kebangsaan, kebangsaan Jumlah sosialisasi si Umum kebangsaan
; Keluraha
Bineka Tunggal yang "
lka dan Sejarah dilaksanakan
Kebangsaan
3 0103 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN 970,938,999 1,116,579,8
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK i 49
2.0 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya 1,116,579.8
8 01 03 1' Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 970,938,999 of it ‘;9
. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Pelaksanaan Persentase Jumlah paket {Meningkatnya Kab, Lima 1 paket | Dana Persentase
8 01 03 20 03 |Kebijakan Di Pelaksanaan kegiatan yang pengetahuan Puluh 100% |3 80 66,150,000/ Transfer Pelaksanaan 100 % 76,072,500
1 Bidang Pendidikan Politik |dilaksanakan masyarakat ‘[Kota, sosialisa | Persen Umum - Pendidikan Politik

RIAPON0O 1741 DA
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Urusan Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja | Kebutuhan
Pemerintahan Lokasi Keluara . Pagu Catatan Dana/
Daerah Dan  |Capaian Program Keligran Sub Hasil Kegiatan | Output | Progra| n Sub Hasil | |, dikatif Sitiribes Penting Pagu
Program/ Kegiatan Kegiatan| m | Kegiata Kegiata (Rp.) B Tolok Ukur | Target | | ikcatif
Kegiatan B o (Rp.)
Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,

Kode

Semua

Pengembangan |Jumlah sosialisasi AssRmiais e Pengembangan
Perwakilan dan i g i tentang politik n, Semua si Alokasi N9 9

it Etika Serta yang dilaksanakan Etika Serta .
Partai Politik, Keluraha Umum

Pemilihan Budaya Politik o Budaya Politik

Umum/Pemiliha
n Umum Kepala
Daerah, Serta
Pemantauan
Situasi Politik Di
Daerah

dan dan

Pelaksanaan
Koordinasi Di
Bidang
Pendidikan
Politik, Etika Kab. Lima
Budaya Politik, |persentase Puluh - Persentase
Peningkatan Pelaksanaan Jumlah rapat Kota, anaf Pelaksanaan
Demokrasi, Pendidikan Politik [koordinasi Semua 12 kali sl Pendidikan Politik
8 01 03 20 o4 |Fasilitasi dan pimpinan daerah pe”QEtaL‘“a” Kecamat |100% |10 i 878,681,499 g’““m y dan 100 % "010'483'72
Kelembagaan Pengembangan |Jumlah verifikasi oS ai at‘. an, partai Fitieanl lana . Pengembangan

Pemerintahan,  |Etika Serta bantuan parpol tentang politic Semua Alokasi Etika Serta
Perwakilan dan Budaya Politik Keluraha I Budaya Politik
i Partai Politik, | n
Pemilihan
Umum/Pemiliha
n Umum Kepala
Daerah, Serta

Meningkatnya
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2021
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja | Kebutuhan
Pemerintahan Lokasi Kel Pagu Catatan Dana/
Kode L i ag :
Daerah Dan Capaian Program Ke'l(:a';.::aiu" Hasil Kegiatan | Output Progra | nSub Ha‘sd Indikatif s‘l‘;:::r Penting Pagu
Program/ 9 Kegiatan| m |Kegiata Kegiata)  pp) Tolok Ukur | Target | | jiuovis
Kegiatan n n (Rp.)
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah
Pelaksanaan
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan di
Bidang
Pendidikan 8
Politik, Etika
Budaya Politik, Stimio
- ' |Persentase : Kabupate Persentase
Peningkatan jumlah bulan Dana
] Pelaksanaan . : n/Kota, 12 Pelaksanaan
Demokrasi, o ... |dilakukan Meningkatnya Transfer s s
20 Fasilitasi Pendidikan Politik monitoring Sengatahysn Semua bulan 80 it - Pendidikan Politik
8 01 08 .05 dan : Kecamat [100 % |13 26,107,500 dan 100 % 30,023,625
1 Kelembagaan jumlah kecamatan|masyarakat persen Dana
A Pengembangan ¥ i an, kecamat ; Pengembangan
Pemerintahan, . dilakukan tentang politik Alokasi !
. Etika Serta P Semua an Etika Serta
4 Perwakilan dan Bud Politik monitoring Kelurah Umum Bud Politik
Partai Politik, udaya Poli eluraha udaya Politi
v n
Pemilihan
Umum/Pemiliha
n Umum Kepala
Daerah, Serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah
8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 403,000,000 463,450,000
3 0104 2.0 Perum.usafl Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan 403,000,000 463,450,000
Organisasi Kemasyarakatan
Pelaksanaan | Persentase Sania Kab. Lima Dana Persentase
" Ket?ijakan Pemberdayaan Lg:w;inaan ormas | IETciptanya tertib Puluh s a6 Transfer Pemberdayaan
8 01 04 ; 03 dibidang dan Pengawasan San emberian _|2dministrasi | Kota, 100 % ormas oarcery | 2030000,000 Umum - dan Pengawasan [100% | 463,450,000
Pendaftaran Organisasi hibaﬁorrnas banpol dan ormas|Semua P Dana ‘ Organisasi
Ormas, Kemasyarakatan Kecamat Alokasi Kemasyarakatan
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota '
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja | Kebutuhan
Pemerintahan Lokasi Kel Pagu Catatan Dana/
Kode eluara . ag :
Daerah Dan |capaian Program Ke'l(v.;ar;-:rt\;ub Hasil Kegiatan | Output | Progra | n Sub Ha_s" Indikatif S;l:::r Penting Pagu
Program/ g Kegiatan = Kegiata Keglata (RP') Tolok Ukur Target Indikatif
Kegiatan o n (Rp.)
Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi
dan Mediasi an,
Sengketa Ormas, Semua
Umum
Pengawasan Keluraha
Ormas dan n
Ormas Asing di
Daerah
8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 735,378,250 845,684,987
8 01 05 21.’.0 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya| 735,378,250 845,684,987
Pelaksanaan
Kebijakan di
Bidang
Ketahan.an ; Kab. Lima
Ekonomi, Sosial,
- Persentase Jumlah Puluh Persentase
Budaya dan ) < Dana i
B pencapaian rekomendasi/not Kota, pencapaian
Fasilitasi ; Persentase 24 Transfer ;
20 Bariasaian pembinaan dan  |ulen yang fasilitas Semua EIIR T T pembinaan dan
8 0105 [ 03 9 pengembangan |dihasilkan ] Kecamat [100 % : 735,378,250 pengembangan |100 % 845,684,987
: 1 Penyalagunaan .. _ . |penyelesaian ndasi  |persen Dana
; ketahanan Jumlah sosialisasi ; i an, § ] ketahanan
Narkotika, i, konflik sosial 6 kali Alokasi A
P ekonomi, sosial yang Semua ekonomi, sosial
Fasilitasi : Umum
dan budaya dilaksanakan Keluraha dan budaya
Kerukunan Umat 3
/ Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI
8 01 06. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 333,854,110 383,932,226
8 0106 f.o 'l::‘ufll?:;:;l:lebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspédaan Nasional dan Penanganan ! 333,854,110 383,932,226
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tahun 2021

Kode

Urusan/ Bidang

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2021

Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/
Kegiatan

Capaian Program

Keluaran Sub
Kegiatan

Hasil Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Lokasi
Output
Kegiatan

Progra
m

Keluara
n Sub
Kegiata
n

Kegiata

Hasil

Pagu
Indikatif
(Rp.)

Sumber
Dana

Catatan
Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Target Capaian Kinerja

Tolok Ukur

Target

Kebutuhan
Dana/
Pagu
Indikatif
(Rp.)

8 01 06

03

Pelaksanaan
Kebijakan di
Bidang
Kewaspadaan
Dini, Kerjasama
Intelijen,
Pemantauan
Orang Asing,
Tenaga Kerja
Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan
Antar Negara,
Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta
Penanganan
Konflik di
Daerah

Persentase
Peningkatan
Kewaspadaan
Nasional dan
peningkatan
kualitas dan
Fasilitasi
Penanganan
Konflik Sosial

Jumlah
rekomendasi/not
ulen yang
dihasilkan

Persentase
penyelesaian
Konflik sosial

Kab. Lima
Puluh
Kota,
Semua
Kecamat
an,
Semua
Keluraha
n

100 %

24
rekome
ndasi

persen

333,854,110

Dana
Transfer
Umum -
Dana
Alokasi
Umum

Persentase
Peningkatan
Kewaspadaan
Nasional dan
peningkatan
kualitas dan
Fasilitasi
Penanganan
Konflik Sosial

100 %

383,932,226

TOTAL

6,782,489,3
88

7.799,862,7
95
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam
mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan
pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah
dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang ‘mengedapankan
perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base
Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku
(stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan
paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan

" yang dampaknya merembes kebawah (&rickle down effect) sehingga

keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Lima Puluh Kota adalah Program Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran
Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selain

menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 berfungsi pula sebagai
sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sebagai bahan
pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021, RENJA juga dapat digunakan
sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun
bagi seluruh jajaran Badan Kesatuan bangsa dan Politik. RENJA juga
memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan
keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan
manajemen dan seluruh staf Badan Kesatuan bangsa dan Politik sehingga akan
diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Kesbang Pol ini sangat
tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan
Kesbang Pol. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan

Rencana Kerja Resbang Pol Lima Puluk Kota Tabun 2020
V-1




serta disiplin semua unsur Badan Kesbang Pol, dengan cara memberi dukungan
penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan
kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Kesbang Pol juga
sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Badan Kesbang Pol dalam
menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi
pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program
dan kegiatan tersebut untuk satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata
kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan
maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun
anggaran berjalan atau awal tahun 2021, seluruh kebutuhan pelaksanaan

program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesbang Pol Kabupaten Lima Puluh kota
Tahun 2021 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Badan Kesbang Pol
dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 5 Agustus 2020

UAN BANGSA DAN POLITIK

BUPAIMA PULUH KOTA

BADAN
KESATUAN BANGSA
DAN PQ ‘p
CZ A
HERIANAR '__wi_..i'
NS
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BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 285 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

Menimbang

Mengingat

. a.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa
persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi
penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang
pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu
dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu
Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah  Otonom  Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan



10.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah  Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
Tentang tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10
Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2011 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6
Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4
Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor
4);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1
Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor
1);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10
Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2018 Nomor 10);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011
Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2016 Nomor 71) Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83
Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor
80);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019
(Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018
Nomor 148);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

19.Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2019
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi
Jabatan Ex-Officio dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan
yang utuh dengan Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :

a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan
dalam rangka penyusunan Renja tahun 2021;

b. Menyusun dan menyajikan Renja, mulai dari Rancangan
Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan
sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :

a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota
tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan arahan
Pengarah melalui Penanggung Jawab;

b. Sekretaris  bertugas mengecek dan  menyiapkan
kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk
kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

c. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep,
menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam
pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati
Lima Puluh Kota.

Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan
pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui DPA



KEENAM

masing-masing Perangkat Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 08 November 2019

-BUPATI LIJA PULUH KOTA

. M

e B | ek -‘T.N.S

———
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 285 TAHUN 2019
TANGGAL 08 November 2019
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO
KEDUDUKAN
No. JABATAN DALAM TIM
1 2 3
1. | SEKRETARIAT DAERAH
Sekretaris Daerah Ketua
Asisten Pemerintahan Wakil Ketua I
Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Wakil Ketua II
Asisten Administrasi Umum Wakil Ketua III
Kabag Keuangan Sekretaris
Kabag Tata Pemerintahan Umum Anggota
Kabag Hukum Anggota
Kabag Organisasi Anggota
Kabag Kerjasama dan Administrasi Pembangunan Anggota
Kabag Pengadaan Barang/Jasa Anggota
Kabag Perekonomian Anggota
Kabag Kesejahteraan Rakyat Anggota
Kabag Umum Dan Perlengkapan Anggota
Kabag Humas Dan Protokoler Anggota
Kasubag PP Dan Pelaporan Anggota
Kasubag Koordinasi Antar Lembaga Anggota
Kasubag Tata Pemerintahan dan Perangkat daerah Anggota
Kasubag Otonomi Daerah Anggota
Kasubag Peraturan Perundang-undangan Anggota
Kasubag Evaluasi dan Dokumentasi Hukum Anggota
Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Anggota
Kasubag Kelembagaan Anggota
Kasubag Ketatalaksanaan Anggota
Kasubag Analisa Jabatan Anggota
Kasubag Kerjasama Antar Daerah Anggota
Kasubag Kerjasama Pihak Ketiga dan Rantau Anggota
Kasubag Administrasi Pembangunan Anggota
Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Anggota
Kasubag Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Anggota
Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
Kasubag Pendampingan dan Bimbingan Teknis Anggota
Pengadaan Barang/Jasa
Kasubag Sarana Perekonomian Anggota
Kasubag Sarana Produksi Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Kasubag Pengembangan Perekonomian dan BUMD Anggota
Kasubag Koordinasi Pengembangan SDM Anggota
Kasubag Bina Kesejahteraan Sosial Anggota
Kasubag Kebudayaan dan Keagamaan Anggota
Kasubag Rumah Tangga Anggota
Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Perlengkapan Anggota
Kasubag Perbendaharaan dan Akutansi Anggota
Kasubag Anggaran Anggota
Kasubag Humas dan Pemberitaan Anggota
Kasubag Dokumentasi dan Multimedia Anggota
Kasubag Protokoler Anggota
Pelaksana pada Sekretariat Daerah Anggota
9. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
Sekretaris DPRD Ketua
Kabag Umum dan Keuangan Sekretaris
Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Anggota
Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Anggota
Kasubag Fasilitasi Penganggaran Anggota
Kasubag Program dan Keuangan Anggota
Kasubag Kajian Perundang-Undangan Anggota
Kasubag Humas, Protokol, dan Publikasi Anggota
Kasubag Fasilitasi Pengawasan Anggota
Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Rumah Tangga Anggota
Kasubag Persidangan dan Risalah Anggota
Kasubag Kerjasama dan Aspirasi Anggota
Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Anggota
3. | INSPEKTORAT
Inspektur Ketua
Sekretaris Inspektorat Sekretaris
Inspektur Pembantu Wilayah I Anggota
Inspektur Pembantu Wilayah II Anggota
Inspektur Pembantu Wilayah III Anggota
Inspektur Pembantu Wilayah IV Anggota
Auditor Madya Anggota
Auditor Muda Anggota
Auditor Pertama Anggota
Kasubag Perencanaan Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Anggota
Kasubag Administrasi dan Umum Anggota
Pelaksana pada Inspektorat Anggota
4. | DINAS KESEHATAN
Kepala Dinas Kesehatan Ketua
Sekretaris Dinas Kesehatan Sekretaris
Kabid Pelayanan Kesehatan Anggota
Kabid Sumber Daya Kesehatan Anggota
Kabid Kesehatan Masyarakat Anggota
Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Anggota
Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Program dan
Pelaporan Anggota
Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasi Alat Kesehatan dan Fasyankes Anggota
Kasi Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan Anggota
Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Anggota
Kasi p .
Krissli;&é?;ee%eari:,nlmumsaﬁ dan Penanggulanagan Anggota
Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Anggota
Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Anggota
Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza
Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah
Raga Anggota
Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Anggota
Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat Anggota
Kasi Pelayanan Kesehatan Primer Anggota
Kasi Pelayanal} Kesehatar} Rujukan, Pelayanan Anggota
Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan
Kasi Peningkatgn_ Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Anggota
Kesehatan Tradisional
Pelaksana pada Dinas Kesehatan Anggota
5. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ketua
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretaris
Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Anggota
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Anggota
Kabid Pembinaan Ketenagaan Anggota
Kabid Kebudayaan Anggota
Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Anggota
Kasubag Keuangan dan BMD Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Kasi Kurikulum dan Penilaian Anggota
Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter Anggota
Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasana Anggota
Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik Anggota
Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Anggota
Kasi Pendidikan Non Formal Anggota
Kasi PTK PAUD dan PNF Anggota
Kasi Pendididikan dan Tenaga Kependidikan SD Anggota
Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP Anggota
Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman Anggota
Kasi Sejarah dan Nilai Tradisi Anggota
Kasi Kesenian Anggota
Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Anggota
6. | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ketua
Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sekretaris
Kepala Bidang Bina Marga Anggota
Kepala Bidang Cipta Karya Anggota
Kepala Bidang Sumber Daya Air Anggota
Kepala Bidang Jasa Konstruksi Anggota
Kepala Bidang Tata Ruang Anggota
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Anggota
Kepala Sub Bagian Keuangan Anggota
Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Anggota
Kasi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air Anggota
Kasi Pelaksanaan Sumber Daya Air Anggota
Kasi Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air Anggota
Kasi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga Anggota
Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Anggota
Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan Anggota
Kasi Perencanaan Jasa Konstruksi Anggota
Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan Anggota
Kasi Pemantauan Dan Evaluasi Anggota
Kasi Perencanaan dan Tata Ruang Anggota
Kasi Pemanfaatan dan pengendalian Anggota
Kasi Pertanahan Anggota
Kasi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya Anggota
Kasi Pengembgngan Sistem Penygdiaan Air Minum dan Anggota
Penyehatan Lingkungan Permukiman
Kasi Tata Bangunan Anggota
Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Anggota

Ruang




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
7. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kepala Satpol PP Ketua
Sekretaris Satpol PP Sekretaris
Kabid Trantib Anggota
Kabid Perlindungan Masyarakat Anggota
Kabid PPUD Anggota
Kabid SDA Anggota
Kasubag Program & Pelaporan Anggota
Kasubag Umum & Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kasi Intelijen Anggota
Kasi Trantib & Pengamanan Anggota
Kasi Operasional & Logistik Anggota
Kasi Bina Potensi Anggota
Kasi Data Informasi Anggota
Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat Anggota
Kasi Kerjasama Antar Lembaga Anggota
Kasi Penegakan Anggota
Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan Anggota
Kasi Pelatihan Dasar Anggota
Kasi Teknis Fungsional Anggota
Kasi Tindak Internal Anggota
Pelaksana pada Satpol PP Anggota
8. | DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Ketua
Puluh Kota
Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sekretaris
Lima Puluh Kota
Kepala Bidang Dukungan Sarana dan Prasarana
Operasi Anggota
Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Anggota
Kepala Bidang Pengendalian Operasional Anggota
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Anggota
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan Anggota
g::saiiaizkm Bina Pengembangan Sarana dan Anggota
Kepala Seksi Bina Keselamatan dan Kebakaran Anggota
Kepala Seksi Bina Kualitas dan Personil Anggota
Kepala Seksi Peralatan dan Perbengkelan Anggota
Kepala Seksi Pengawasan Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran Anggota
Kepala Seksi Penyediaan Pergudangan dan Penyaluran Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Kepala Seksi Pencarian dan Keselamatan Anggota
Kepala Seksi Pengendalian Kesiagaan dan Komunikasi Anggota
g:rlzglga?;:km Pengendalian dan Penyuplaian Bahan Anggota
Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran Anggota
9. | DINAS SOSIAL
Kepala Dinas Sosial Ketua
Sekretaris Dinas Sosial Sekretaris
Kabid Rehabilitasi Sosial Anggota
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Anggota
Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir
Miskin Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Anggota
Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Anggota
Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Anggota
Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Anggota
Korban Perdagangan Orang
Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Anggota
Kasi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Anggota
Kekerasan dan Orang Terlantar
Kasi Jaminan Sosial Keluarga Anggota
Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Anggota
Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran
Bantuan Stimulan Anggota
Kasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial Anggota
Pelaksana pada Dinas Sosial Anggota
10. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ketua
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sekretaris
Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Anggota
Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Anggota
Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Anggota
Kependudukan
Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Anggota
Kasubag Perencanaan Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasi Identitas Penduduk Anggota
Kasi Pindah Datang Penduduk Anggota
Kasi Pendataan Penduduk Anggota
Kasi Kelahiran Anggota

Kasi Perkawinan dan Perceraian

Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Anggota
Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Anggota
Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi
. . . Anggota
Informasi dan Komunikasi
Kasi Kerjasama Anggota
Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Anggota
Kasi Inovasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
. Anggota
Sipil
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
11. | BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Kepala DPPKBPPPA Ketua
Sekretaris DPPKBPPPA Sekretaris
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Aneeota
Kesejahteraan Keluarga g8
Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan
Anggota
Penggerakan
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Anggota
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Anggota
Kasubag Program dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kepala Seksi Pengendalian Penduduk Anggota
Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Anggota
Kepala Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB Anggota
dan IMP
Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Aneeota
Kesehatan Reproduksi &8
Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan Anggota
Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon Anggota
Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Anceota
Perempuan Bidang Ekonomi &8
Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Aneeota
Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum &8
Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan
Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Anggota
Informasi
Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data
Anggota
Kekerasan Perempuan
Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan A
. nggota
Informasi Anak
Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data A
nggota

Kekerasan Anak

Pelaksana pada DPPKBPPPA

Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3

12. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Kepala DPMPTSP Ketua
Sekretaris DPMPTSP Sekretaris
Kabid Pelayanan Terpadu Anggota
Kabid Promosi Anggota
Kabid Perencanaan dan Pengembangan Anggota
Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Anggota
Kasubag Program dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kasi Pelayanan Perizinan Umum Anggota
Kasi Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal Anggota
Kasi Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan
Perizinan Lainnya Anggota
Kasi Promosi Anggota
Kasi Sarana dan Prasarana Promosi Anggota
Kasi Data dan Informasi Anggota
Kasi Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi Anggota
Kasi Penyuluhan Penanaman Modal Anggota
Kasi Regulasi Penanaman Modal Anggota
Kasi Pemantauan Penanaman Modal Anggota
Kasi Pembinaan Penanaman Modal Anggota
Kasi Pengawasan Penanaman Modal Anggota
Pelaksana pada DPMPTSP Anggota

13. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Ketua
Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM Sekretaris
Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi
Perdagangan Anggota
g:f;;:ailg:r?g Kemetrologian dan Pengawasan Anggota
Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi Anggota
Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan
Kogerasi & Ugaha Mikro Y i i Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kasubag Program dan Pelaporan Anggota
Kasi Kelembagaan dan perizinan Anggota
Kasi Peningkatan kualitas SDM koperasi &
kewirausahaan Anggota
Kasi Metrologi Anggota
Kasi Pengembangan Jaringan Perdagangan Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Kasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan Anggota
Kasi Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok
dan Penting Anggota
Kasi Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran Anggota
Kasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Anggota
Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Anggota
Kasi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Anggota
Kesehatan Koperasi
Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Anggota
Kasi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro Anggota
Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Anggota
14. | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Ketua
Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sekretaris
Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri Anggota
Kabid Sarana dan Prasarana Industri Anggota
Kabid Ketenagakerjaan Anggota
Kabid Transmigrasi Anggota
Kasubag Program dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kasi Pembinaan Industri Agro Anggota
Kasi Pembinaan Industri Non Agro Anggota
Kasi Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri Anggota
Kasi Perizinan dan Data Anggota
Kasi Pengembangan teknologi Industri Anggota
Kasi Promosi dan Pemasaran Anggota
Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja Anggota
Kasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Anggota
Kasi Perlindungan Tenaga Kerja Anggota
Kasi Penempatan Transmigrasi Anggota
Kasi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
Transmigrasi Anggota
Kasi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi Anggota
Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Anggota
15. | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kepala Diskominfo Ketua
Sekretaris Diskominfo Sekretaris
Kabid Infrastruktur TIK Anggota
Kabid E-Government Anggota
Kabid Statistik, Persandian dan Informasi Publik Anggota
Kasubag Program dan Pelaporan Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik Anggota
Kasi Layanan Hubungan Media Anggota
Kasi Pemberdayaan Media Massa Anggota
Kasi Layanan Infrastruktur TIK Anggota
Kasi Layanan Manajemen Data Informasi Anggota
Kasi Layanan Keamanan Informasi Anggota
Kasi Penyelenggaraan Ekosistem TIK Anggota
Kasi Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik Anggota
Kasi Statistik Anggota
Kasi Persandian Anggota
Kasi Pelayanan Informasi Publik Anggota
Pelaksana pada Diskominfo Anggota
16. | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Ketua
Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Sekretaris
Kasubag Program dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kabid Pariwisata Anggota
Kasi Promosi dan Informasi Anggota
Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi
Pariwisata Anggota
Kasi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga Anggota
Kabid Pemuda Anggota
Kasi Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda Anggota
Kasi Pengembangan Kompetensi Pemuda Anggota
Kasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan Anggota
Kabid Olahraga Anggota
Kasi Pengembangan Olah Raga Pendidikan Anggota
Kasi Pengembangan Olah Raga Prestasi Anggota
Kasi Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi Anggota
Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM Anggota
Kasi Sarana Prasarana Pariwisata Anggota
Kasi Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga Anggota
Kasi Pendataan dan Pengembangan SDM Anggota
Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Anggota

Raga




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
17. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA/NAGARI
Kepala DPMD/N Ketua
Sekretaris DPMD/N Sekretaris
Kabid Pemberdayaan Masyarakat Anggota
Kabid Pemerintahan Nagari Anggota
Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari Anggota
Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasi Pemberdayaan ;§mbgga Kemasyarakatan Anggota
Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat
Kasi .Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Anggota
Kesejahteraan Keluarga
Kasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Anggota
Kawasan Nagari, SDA dan TTG
Kasi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga
Pemerintahan Nagari Anggota
Kasi Administrasi Produk Hukum Nagari dan
Kerjasama antar Nagari Anggota
Kasi Organisasi Pemerintahan Nagari Anggota
Kasi Perencanaan Keuangan Nagari Anggota
EZZ; Eertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Anggota
Kasi Aset dan Kekayaan Nagari Anggota
Pelaksana pada DPMD/N Anggota
18. | DINAS PERHUBUNGAN
Kepala Dinas Perhubungan Ketua
Sekretaris Dinas Perhubungan Sekretaris
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Anggota
Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Anggota
Kepala Bidang Prasarana Anggota
Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasi Lalu Lintas Anggota
Kasi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Anggota
Kasi Pengujian Sarana Anggota
Kasi Angkutan Anggota
Kasi Pengoperasian Prasarana Anggota
Kasi Perawatan Prasarana Anggota
Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan Anggota
Kasi Lingkungan Perhubungan Anggota
Kasi Keselamatan Anggota

Pelaksana pada Dinas Perhubungan

Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
19. DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT
DAN PERMUKIMAN
Kepala DLHPP Ketua
Sekretaris DLHPP Sekretaris
Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan Hidup Anggota
Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan Anggota
Kabid Pengendalian' Pencemaran', Kerusakan dan Anggota
Penataan Hukum Lingkungan Hidup
Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kasubag Program dan Pelaporan Anggota
Kasi Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan Hidup Anggota
Kasi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Anggota
Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Anggota
Kasi Operasional Penanganan Sampah Anggota
Kasi Pengelolaan Limbah dan Sampah Anggota
Kasi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau Anggota
Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Anggota
Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Anggota
Kasi Penataan Hukum Lingkungan Hidup Anggota
Kasi Perumahan Anggota
Kasi Kawasan Permukiman Anggota
Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Anggota
Analis Lingkungan Hidup Anggota
Analis Sistem Mutu dan Lingkungan Anggota
Pelaksana pada DLHPP Anggota
20. DINAS PERTANIAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN
Kepala Dinas Tanhorbun Ketua
Sekretaris Tanhorbun Sekretaris
Kasubag Program dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan dan Aset Anggota
Kabid Tanaman Pangan Anggota
Kasi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan Anggota
Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan Anggota
Kasi Produksi Tanaman Pangan Anggota
Kabid Tanaman Hortikultura Anggota
Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Anggota

Holtikultura




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Kasi. Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Anggota
Holtikultura
Kasi Produksi Tanaman Holtikultura Anggota
Kabid Tanaman Perkebunan Anggota
Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman
Perkebunan Anggota
Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman
Perkebunan Anggota
Kasi Produksi Tanaman Perkebunan Anggota
Kabid Sarana,Prasarana,Pembiayaan dan Penyuluhan Anggota
Kasi Penyuluhan Anggota
Kasi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian Anggota
Kasi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Anggota
Pelaksana pada Distanhorbun Anggota
21. | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Ketua
Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sekretaris
Kabid Perbibitan dan Produksi Anggota
Kabid Keswan,Kesmavet,Pengolahan dan Pemasaran Anggota
Kabid. Sarana dan Prasarana Anggota
Kabid Penyuluhan Anggota
Kasubag Program dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kasi Kasi Non Ruminansia Anggota
Kasi Kasi Ruminansia Anggota
Kasi Perbibitan Anggota
Kasi Kesmavet Anggota
Kasi Kesehatan Hewan Anggota
Kasi Pengolahan dan Pemasaran Anggota
Kasi Pakan Anggota
Kasi Pembiayaan dan Investasi Anggota
Kasi Lahan dan Irigasi Anggota
Kasi Kelembagaan Anggota
Kasi Metode dan Infomasi Anggota
Kasi Ketenagaan Anggota
Pelaksana pada Disnakkeswan Anggota
22. | DINAS PERIKANAN
Kepala Dinas Perikanan Ketua
Sekretaris Dinas Perikanan Sekretaris
Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan Anggota
Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan Anggota
Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata
Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Anggota
Nutiah
Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Anggota
Kasi Pengendalian Mutu Pembudiyaan Ikan Anggota
Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan Anggota
Kasi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan Anggota
Kasi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan Anggota
Kasi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan Anggota
Kasi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan
. Anggota
Perikanan
Kasi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Aneeota
Penyuluhan Perikanan &8
Pelaksana pada Dinas Perikanan Anggota
23. | DINAS PANGAN
Kepala Dinas Pangan Ketua
Sekretaris Dinas Pangan Sekretaris
Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan
Anggota
Pangan
Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan
Anggota
Pangan
Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasi Ketersediaan Pangan Anggota
Kasi Distribusi dan Harga Pangan Anggota
Kasi Kerawanan Pangan Anggota
Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Anggota
Kasi Pengembangan Pangan Lokal Anggota
Kasi Keamanan Pangan Anggota
Pelaksana pada Dinas Pangan Anggota
24. | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ketua
Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sekretaris
Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan
. Anggota
Kearsipan
Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Anggota
Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Aneeota
Perpustakaan dan Kearsipan &8
Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan
. Anggota
dan Kearsipan
Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Dinas Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Perpustakaan dan Kearsipan
Kasi Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Ancoota
Perpustakaan dan Kearsipan 8
Kasi Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Aneeota
Perpustakaan dan Kearsipan &8
Kasi Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan Aneeota
TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan &8
Kasi Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Anggota
Kasi Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Aneeota
Perpustakaan dan Kearsipan 88
Kasi Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Aneeota
Perpustakaan dan Kearsipan 88
Kasi Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan
. Anggota
dan Kearsipan
Kasi Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan
. Anggota
Kearsipan
Kasi Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas
. Anggota
Perpustakaan dan Kearsipan
Fungsional Pustakawan Anggota
Fungsional Kearsipan Anggota
Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan Anggota
25 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
' | PENGEMBANGAN
Kepala Bapelitbang Ketua
Sekretaris Bapelitbang Sekretaris
Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan Anggota
Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang Anggota
Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi
. Anggota
Bapelitbang
Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Aneeota
Lingkungan Hidup Bapelitbang &8
Kasubag Program Bapelitbang Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang Anggota
Kasubag Keuangan Bapelitbang Anggota
Kasubid Pertanian dan Perikanan Bapelitbang Anggota
Kasubid Perindustrian, Perdagangan, UMK, Aneeota
Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang &8
Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang Anggota
Kasubid Pemerintahan Bapelitbang Anggota
Kasubid Sosial Budaya Bapelitbang Anggota
Kasubid Sumber Daya Manusia Bapelitbang Anggota
Kasubid Infrastruktur Bapelitbang Anggota
Kasubid Pengembangan Wilayah Bapelitbang Anggota
Kasubid Lingkungan Hidup Bapelitbang Anggota
Kasubid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Anggota

Bapelitbang




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Kasubid Data dan Informasi Bapelitbang Anggota
Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Anggota
Pelaksana pada Bapelitbang Anggota
26. | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Kepala BKPSDM Ketua
Sekretaris BKPSDM Sekretaris
Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN Anggota
Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis Anggota
Kasu‘t?id.Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Anggota
Manajerial ASN
Kasubid Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN Anggota
Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN Anggota
Kasubid Kepangkatan Anggota
Kasubid Mutasi Anggota
Kasubid Displin ASN Anggota
Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS Anggota
Kasubid Status ASN Anggota
Kasubid Informasi ASN Anggota
Kasubid Formasi dan Pengadaan ASN Anggota
Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Pelaksana pada BKPSDM Anggota
27. | BADAN KEUANGAN
Kepala Badan Keuangan Ketua
Sekretaris Badan Keuangan Sekretaris
Kasubag Program dan Pelaporan Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kabid Perencanaan Anggaran Daerah Anggota
Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah Anggota
Kasubid 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah Anggota
Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah Anggota
Kabid Perbendaharaan Daerah Anggota
Kasubid 1 Bid. Perbendaharaan Daerah Anggota
Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah Anggota
Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah Anggota
Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Anggota
Kasubid 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah Anggota
Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah Anggota
Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Daerah
Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Anggota
Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah Anggota
Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah Anggota
Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah Anggota
Kabid P@rencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Anggota
Evaluasi Pendapatan Daerah
Kasubid 1.Bid. Perencanaa}n, Pengembangan, Anggota
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Kasubid 2.Bid. Perencanagn, Pengembangan, Anggota
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Kasubid 3'Bid. Perencanaa}n, Pengembangan, Anggota
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah Anggota
Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah Anggota
Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah Anggota
Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah Anggota
Pelaksana pada Badan Keuangan Anggota
28. | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Ketua
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Sekretaris
Kabid Ideologi Dan Wasbang Anggota
Kabid Politik Dalam Negeri Anggota
Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat Anggota
Kabid Perlindungan Masyarakat Anggota
Kasubag Penyusunan Program Anggota
Kasubag Umum Dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kasubid Bina Ideologi Anggota
Kasubid Bina Wasbang Anggota
Kasubid Bintah, Eksosbud Dan Agama Anggota
Kasubid Penanganan Konflik dan Pembinaan
Masyarakat Anggota
Kasubid Bina Potensi Satuan LINMAS Anggota
Kasubid Pengarahan dan Pengendalian Satuan Anggota
LINMAS
Kasubid Hal Dan Fasilitasi Pemilu Anggota
Kasubid Fasilitasi Parpol Dan Ormas Anggota
Pelaksana pada Badan Kesbangpol Anggota
29. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kepala Pelaksana BPBD Ketua
Sekretaris BPBD Sekretaris
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Kabid Kedaruratan dan Logistik Anggota
Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Anggota
Kasubag Program dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kasi Pencegahan Anggota
Kasi Kesiapsiagaan Anggota
Kasi Kedaruratan Anggota
Kasi Logistik Anggota
Kasi Rehabilitasi Anggota
Kasi Rekonstruksi Anggota
Pelaksana pada BPBD Anggota
43. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD
DARWIS
Direktur RSUD dr. Achmad Darwis Ketua
Sekretaris RSUD dr. Achmad Darwis Sekretaris
Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Logistik Anggota
Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dan Promosi Anggota
Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan Anggota
Kasi Sarana Prasarana Anggota
Kasi Logistik Anggota
Kasi Pelayanan Penunjang Anggota
Kasi Pelayanan Promosi Anggota
Kasi Pelayanan Medis Anggota
Kasi Pelayanan Perawatan Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Anggota
Pelaksana pada RSUD Achmad Darwis Anggota
30. | KECAMATAN GUGUAK
Camat Guguak Ketua
Sekretaris Camat Guguak Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Kasi Pemerintahan Anggota
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Anggota
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Kasi Kesejahteraan Sosial Anggota
Kasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Guguak Anggota
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31. | KECAMATAN PAYAKUMBUH
Camat Payakumbuh Ketua
Sekretaris Camat Payakumbuh Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Kasi Pemerintahan Anggota
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Anggota
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Kasi Kesejahteraan Sosial Anggota
Kasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh Anggota
32. | KECAMATAN MUNGKA
Camat Mungka Ketua
Sekretaris Camat Mungka Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Kasi Pemerintahan Anggota
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Anggota
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Kasi Kesejahteraan Sosial Anggota
Kasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Mungka Anggota
33. | KECAMATAN SULIKI
Camat Suliki Ketua
Sekretaris Camat Suliki Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Kasi Pemerintahan Anggota
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Anggota
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Kasi Kesejahteraan Sosial Anggota
Kasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Suliki Anggota
34. | KECAMATAN BUKIK BARISAN
Camat Bukik Barisan Ketua
Sekretaris Camat Bukik Barisan Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Kasi Pemerintahan Anggota
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Anggota
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Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Kasi Kesejahteraan Sosial Anggota
Kasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan Anggota
35. | KECAMATAN GUNUANG OMEH
Camat Gunuang Omeh Ketua
Sekretaris Camat Gunuang Omeh Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Kasi Pemerintahan Anggota
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Anggota
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Kasi Kesejahteraan Sosial Anggota
Kasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh Anggota
36. | KECAMATAN LUAK
Camat Luak Ketua
Sekretaris Camat Luak Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Kasi Pemerintahan Anggota
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Anggota
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Kasi Kesejahteraan Sosial Anggota
Kasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Luak Anggota
37. | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
Camat Lareh Sago Halaban Ketua
Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Kasi Pemerintahan Anggota
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Anggota
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Kasi Kesejahteraan Sosial Anggota
Kasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban Anggota
38. | KECAMATAN HARAU
Camat Harau Ketua
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Sekretaris Camat Harau Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Kasi Pemerintahan Anggota
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Anggota
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Kasi Kesejahteraan Sosial Anggota
Kasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Harau Anggota
39. | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
Camat Situjuah Limo Nagari Ketua
Sekretaris Camat Situjuah Limo Nagari Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Kasi Pemerintahan Anggota
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Anggota
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Kasi Kesejahteraan Sosial Anggota
Kasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari Anggota
40. | KECAMATAN AKABILURU
Camat Akabiluru Ketua
Sekretaris Camat Akabiluru Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Kasi Pemerintahan Anggota
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Anggota
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Kasi Kesejahteraan Sosial Anggota
Kasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru Anggota
41. | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
Camat Pangkalan Koto Baru Ketua
Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Kasi Pemerintahan Anggota
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Anggota
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Kasi Kesejahteraan Sosial Anggota
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Kasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru Anggota

42. | KECAMATAN KAPUR IX
Camat Kapur IX Ketua
Sekretaris Camat Kapur IX Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Kasi Pemerintahan Anggota
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Anggota
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Kasi Kesejahteraan Sosial Anggota
Kasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 08 November 2019
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IRRENDI ARBI




